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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 Transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara umum berpedoman 
kepada transliterasi ali ‘awdah  dengan keterangan sebagai berikut: 
1. Konsonan  
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilambang 
Kan 
 
16 ط ṭ 
t dengan 
titik di 
bawahnya 
2 ب B 
 
17 ظ ẓ 
z dengan 
titik di 
bawahnya 
3 ت T 
 
18 ع  
 
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
19 غ G 
 
5 ج J 
 
20 ف F 
 
6 ح ḣ 
h dengan titik 
di bawahnya 
21 ق Q 
 
7 خ Kh 
 
22 ك K 
 
8 د D 
 
23 ل L 
 
9 ذ ˙z 
z dengan titik 
di atasnya 
24 م M 
 
10 ر R 
 
25 ن N 
 
11 ز Z 
 
26 و W 
 
12 س S  27 ه H  
13 ش Sy 
 
28 ء ᾿ 
 
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي Y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya     
 
2. Vokal   
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal dan vokal rangkap. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fathah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 
ي   َ  Fathah dan ya Ai 
و   َ  Fathah dan wau Au 
 
Contoh: 
 
فيك : kaifa                                              لوه  : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
ي/ا   َ  
Fatahah dan alif 
atau ya 
Ā 
  َ  Kasrah Ī 
و ،  َ  Dammah dan waw Ū 
 
Contoh: 
لاق  : qāla 
ىمر  : ramā 
ليق  : qīla 
لوقي  : yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
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a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 
transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang mengunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
لافطلاا ةضور  : raudah al-atfāl/ raudatul atfāl 
ةرونملا ةنيدملا  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul 
     Munawwarah    
ةحلط   : talhah 
Catatan: 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 
Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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 Kontrak baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat atau disediakan oleh 
sebelah pihak, dengan mencantumkan berbagai macam klausul kontrak yang telah 
dibakukan oleh sebelah pihak tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk 
menegosiasikannya. Adanya kontrak baku dalam dunia bisnis syariah ini menjadi pro 
dan kontra di kalangan masyarakat terutama di kalangan ahli hukum, karena di 
samping mempermudah dan menghemat waktu, juga bertentangan dengan prinsip 
syariah yaitu menzalimi pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban 
terhadap persoalan pokok bagaimana praktik penerapan kontrak baku pada 
pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh, tinjauan 
hukum Islam terhadap penerapan kontrak baku pada pembiayaan musyarakah serta 
sisi positif dan negatif dari penerapan kontrak baku pada pembiayaan musyarakah 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 
research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library 
research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak baku pada pembiayaan 
musyarakah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh bersifat 
final dan tidak dapat direvisi oleh nasabah. Pembuatan kontrak tidak 
mengikutsertakan nasabah dan tidak ada negosiasi di dalamnya menyebabkan kontrak 
baku ini bertentangan dengan asas berkontrak dalam Islam yaitu asas kebebasan 
berkontrak, asas kemaslahatan (tidak memberatkan) dan asas keseimbangan 
(keadilan). Walaupun demikian, kontrak baku pada pembiayaan musyarakah ini 
secara hukum adalah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat berkontrak 
dalam Islam ditandai dengan ditandatanganinya kontrak baku tersebut oleh kedua 
belah pihak sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sama-sama ridha. Adanya 
kontrak baku pada pembiayaan musyarakah mengandung sisi positif dan negatif yang 
sebanding, karena di satu sisi memudahkan dan menghemat waktu, di sisi lain 
memberatkan sebelah pihak. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya negosiasi atau 
menghilangkan klausul yang memberatkan untuk menciptakan kontrak kerjasama 
yang seimbang, adil dan saling ridha (suka sama suka) di antara kedua belah pihak. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Lembaga perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam 
menunjang pelaksanaan pembangunan perekonomian di Indonesia. Kesuksesan suatu 
lembaga perbankan syariah sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat 
dalam menempatkan dananya di perbankan ataupun melakukan transaksi pembiayaan 
di perbankan syariah. Karena tugas utama perbankan syariah adalah menghimpun 
dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 
Adapun tujuan didirikannya perbankan syariah adalah dalam rangka merespon 
kebutuhan masyarakat untuk dapat bertransaksi di perbankan yang bebas dari riba. 
Sebagaimana dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan, telah dijelaskan mengenai keberadaan perbankan syariah yang 
berbeda dengan perbankan konvensional dari segi prinsipnya. Bank syariah 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan aturan perjanjian 
yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga transaksi pembiayaannya berdasarkan 
prinsip bagi hasil. 
Seiring berkembang pesatnya perbankan syariah, pemerintah mengeluarkan 
regulasi khusus mengenai perbankan syariah yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah. Secara konsep, bank syariah yang beroperasi 
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berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, mengedepankan unsur keadilan, kemitraan, 
keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan.
1
  
Perbankan syariah sangat mengedepankan pemberian pembiayaan, karena 
pembiayaan akan menjadi sumber utama bagi bank syariah untuk mencetak 
keuntungan. Transaksi pembiayaan (financing), hanya dikenal dalam dunia 
perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam perbankan 
konvensional, transaksi pembiayaan dikenal dengan istilah kredit.  Di dalam Pasal 1 
butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa:
2
 
“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam kontrak mudharabah dan 
musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah 
muntahiya bit tamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 
salam, dan istishna’; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh dan; 
transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa…” 
Transaksi pembiayaan harus dibuat secara tertulis sebagaimana di dalam 
syariah Islam menganjurkan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan secara 
tidak tunai. Sehingga di dalam transaksi pembiayaan dikenal dengan adanya “kontrak 
pembiayaan” yang mengatur segala hak dan kewajiban para pihak baik pihak 
penyedia dana maupun penerima dana. Kontrak tersebut akan menjadi dasar dan 
rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa yang 
sewaktu-waktu akan terjadi di antara mereka.  
                                                          
1
Yusak Laksmana, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah, 
(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009) hlm. 10 
2
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), hlm. 64 
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Dalam praktik setiap perbankan syariah di Indonesia, perjanjian pembiayaan 
yang dibuat baik dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan, pada umumnya 
dibuat dengan bentuk kontrak baku yang sebelumnya telah disiapkan isi atau klausul-
klausulnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Biasanya kontrak baku 
digunakan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis. 
Sehingga isi kontraknya cenderung tidak seimbang atau berat sebelah, hak-hak bank 
sebagai penyedia dana lebih banyak daripada kewajiban-kewajibannya, sedangkan di 
lain pihak yang membutuhkan dana lebih banyak kewajiban-kewajibannya dari pada 
hak-haknya. 
Kebanyakan klausula baku
3
 digunakan dalam perjanjian antara produsen 
dengan konsumen, sehingga pengertiannya dapat dirujuk pada UU No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10 yaitu “Setiap aturan atau ketentuan 
dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara 
sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian 
yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.4 Penggunaan kontrak baku ini 
salah satunya digunakan pada pembiayaan musyarakah, dimana bank dan nasabah 
sama-sama memiliki kontribusi dana dalam suatu usaha.
5
  
Musyarakah merupakan akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak 
atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan 
                                                          
3
 Berbagai literatur menggunakan istilah “kontrak baku” atau standard contract, sedangkan 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah “klausula baku” 
4
 Gatot Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 20 
5
 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 
2003), hlm. 76 
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kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan risiko 
akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.
6
 Dalam praktik perbankan, pembiayaan 
musyarakah (joint financing) digunakan apabila nasabah membutuhkan pembiayaan 
dari bank kurang dari 100%. Artinya nasabah selain bertindak sebagai pelaku usaha, 
juga memiliki dana sendiri (self financing) dalam usaha yang dibiayai oleh bank. 
Sehingga adanya kontrak baku pada pembiayaan ini dirasa tidak wajar. Karena 
bertentangan dengan konsep musyarakah itu sendiri apalagi sifat bank syariah yaitu 
mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan. 
Dalam hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah yang dibiayai tidak 
diposisikan sebagai kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman), 
tetapi bank adalah mitra (partner) nasabah dalam bekerja sama untuk suatu usaha dan 
apabila diperoleh hasil dari usaha bersama tersebut, akan dibagi sesuai kesepakatan 
dengan porsi masing-masing pihak di dalam usaha.
7
 Hubungan antara debitur-
kreditur secara konsep hanya diterapkan pada bank konvensional.
8
  
Dalam praktiknya di Bank Syariah Mandiri, setiap transaksi pembiayaan 
musyarakah selalu diterapkan kontrak baku. Kontrak tersebut telah disediakan oleh 
pihak bank untuk diisi dan ditandangani oleh nasabah. Sebelumnya nasabah diberi 
kesempatan untuk membaca kontrak tersebut. Pihak bank juga menjelaskan sekilas 
mengenai isi atau klausul-klausul kontrak yang berupa syarat-syarat atau ketentuan-
                                                          
6
Ibid, hlm. 51 
7
Yusak Laksmana, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah, 
hlm. 11 
8
Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia, 
Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 64 
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ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah dengan tujuan 
untuk membantu nasabah dalam memahami isi kontrak baku. Pihak nasabah diberi 
pilihan untuk menerima perjanjian kontrak tersebut atau menolaknya.
9
 
Penggunaan kontrak baku dalam pembiayaan musyarakah ini dinilai tidak 
fair, terutama bagi nasabah. Karena kontrak baku cenderung mengabaikan prinsip 
keadilan, kerelaan, dan kemitraan. Kontrak baku menganut prinsip take it or leave it, 
sehingga ada unsur keterpaksaan dari pihak mitra untuk menerimanya atau 
menolaknya, dimana pihak yang memiliki dominasi atau kedudukan lebih kuat yang 
menentukan isi kontrak, sedangkan pihak yang lebih lemah karena keadaan dan 
kebutuhan, terpaksa menerima isi kontrak tanpa diberi kesempatan untuk 
bernegosiasi.  
Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dimana menurut 
Iswahyudi A.Karim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syari’ah adalah 
hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syari’ah, tidak 
terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam rumusan akad maupun prestasi yang 
diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, 
transaksi tidak mengandung unsur perjudian (maysir), terdapat prinsip kehati-hatian, 
tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam  ataupun barang 
najis dan tidak mengandung riba.
10
 Sehingga penerapan kontrak baku yang selama ini 
                                                          
9
 Hasil wawancara dengan Rosniar, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang 
Banda Aceh, pada tanggal 23 November 2016. 
10
 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 207 
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diterapkan di perbankan syariah khususnya di Pembiayaan musyarakah menjadi pro 
dan kontra di kalangan masyarakat terutama di kalangan para ahli hukum. 
Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik 
untuk mengkaji mengenai permasalahan penerapan kontrak baku menurut hukum 
Islam, dengan judul “Analisis Penerapan Kontrak Baku Pada Pembiayaan 
Musyarakah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri 
Cabang Banda Aceh).”   
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik 
beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik penerapan kontrak baku pada pembiayaan musyarakah di 
Bank Syari’ah Mandiri cabang Banda Aceh? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kontrak baku pada 
pembiayaan musyarakah di Bank Syari’ah Mandiri cabang Banda Aceh? 
3. Bagaimana sisi positif dan negatif dari penerapan kontrak baku pada pembiayaan 
musyarakah di Bank Syari’ah Mandiri cabang Banda Aceh? 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui praktik penerapan kontrak baku pada pembiayaan 
musyarakah di Bank Syari’ah Mandiri cabang Banda Aceh. 
7 
 
 
2. Untuk mengetahui tinjuan hukum Islam terhadap penerapan kontrak baku pada 
pembiayaan musyarakah di Bank Syari’ah Mandiri cabang Banda Aceh. 
3. Untuk mengetahui sisi positif dan negatif dari penerapan kontrak baku pada 
pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh. 
1.4.  Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta 
memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah dalam judul skripsi ini, maka 
terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah di dalamnya antara lain: 
1.4.1.  Kontrak Baku 
Kontrak baku dalam bahasa inggris disebut dengan standard contract yang 
berarti standard (tiang, kelas atau ukuran) dan contract (perjanjian atau hubungan). 
Sehingga diperoleh arti bahwa kontrak baku (standard contract) adalah perjanjian 
dengan menggunakan ukuran tertentu.
11
 Ahmadi Miru berpendapat bahwa, perjanjian 
baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang salah 
satu pihak.
12
 Hondius memberikan definisi perjanjian baku yaitu perjanjian dengan 
syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, 
yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu.
13
 
 
 
                                                          
11
 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 173 
12
 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2016), hlm. 39 
13
 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 145 
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1.4.2.  Pembiayaan Musyarakah 
Dalam perbankan syariah, penyaluran dana disebut dengan pembiayaan atau 
financing. Maksud pembiayaan adalah bank syariah akan membiayai kebutuhan 
nasabah. Misalnya, apabila ada nasabah  yang membutuhkan tambahan modal kerja 
usahanya, maka bank syariah akan membiayai kebutuhan modal kerja tersebut 
dimana bank akan terlibat dalam usaha nasabah sebagai pemodal atau investor. Di 
awal perjanjian akan disepakati porsi bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah dari 
realisasi pendapatan usaha. Dengan demikian bank akan menerima pendapatan yang 
berpeluang naik atau turun mengikuti realisasi pendapatan dari usaha yang 
dibiayainya.
14
 
Di dalam Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
dijelaskan bahwa pembiayaan itu berupa transaksi bagi hasil dalam kontrak 
mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan 
ijarah muntahiya bit tamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 
salam, dan istishna’; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh dan; transaksi 
sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
15
 
Sedangkan musyarakah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam 
hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan 
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
16
 Dalam pembiayaan musyarakah di 
                                                          
14
 Yusak Laksmana, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah, 
hlm. 40-41 
15
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, hlm. 64 
16
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220 
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bank syariah mandiri, pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan khusus untuk 
modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan 
keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
17
 
1.5.  Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok 
bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Dimana penulis membaca, 
mengkaji serta menelaah berbagai tulisan dari buku-buku yang relevan, serta 
sejumlah literatur yang dirujuk dan dianggap relevan dengan tema yang dikaji, 
sebagai upaya untuk mendapat gambaran supaya tidak terjadi pengulangan materi 
atas kajian lain yang sejenis. 
Skripsi yang ditulis oleh Mardiaton mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad 
Murabahah (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syari’ah 
Cabang Pembatu UIN Ar-Raniry)”. Di dalam tulisannya dikemukakan bahwa proses 
pembuatan kontrak/perjanjian murabahah pada PT. Bank Aceh Syari’ah tidak 
sepenuhnya melibatkan pihak nasabah, nasabah hanya diberi kesempatan untuk 
membaca kontrak yang sepenuhnya telah disiapkan oleh pihak bank. Sehingga tidak 
                                                          
17
 Yusak Laksmana, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah, 
hlm. 156 
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ada unsur kebebasan berkontrak dan keadilannya dalam kontrak/perjanjian 
murabahah pada Bank Aceh Syari’ah.18 
Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Mira Mariana mahasiswi Fakultas 
Syari’ah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry yang berjudul “ Kebebasan Berkontrak Pada akad Musyarakah Mutanaqishah 
Pada Bank Muamalat”, mengemukakan bahwa musyarakah mutanaqishah 
merupakan salah satu pembiayaan untuk perumahan dimana antara bank dan nasabah 
bekerja sama untuk membeli sebuah rumah atau aset, kemudian nasabah melakukan 
pembayaran ke bank secara berkala untuk mengambil alih kepemilikan rumah 
tersebut secara bertahap hingga pada akhir pembiayaan, rumah tersebut menjadi milik 
nasabah sepenuhnya. Implementasi dalam kontrak masih belum sesuai seratus persen 
dengan musyarakah mutanaqishah, karena di dalam kontrak tersebut tidak terdapat 
unsur berbagi risiko (risk sharing) yang merupakan kelebihan dalam akad 
musyarakah mutanaqishah. Tulisan ini lebih menjelaskan kepada implementasi akad 
musyarakah mutanaqishah itu sendiri di dalam dunia perbankan syari’ah khususnya 
pada Bank Muamalat.
19
 
Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Zuri Rizki Zias mahasiswa Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry dengan judul “Kedudukan dan  Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam 
                                                          
18
 Mardiaton, Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad 
Murabahah (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syari’ah Cabang Pembatu 
UIN Ar-Raniry), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2013 
19
 Mira Mariana, Kebebasan Berkontrak Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank 
Muamalat, Fakuktas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2013 
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Pembentukan Kontrak Baku pada Perbankan Syari’ah”. Dalam tulisan ini penulis 
membahas mengenai kedudukan nasabah dalam pembentukan kontrak baku pada 
perbankan syariah, hak dan kewenangan nasabah dalam pembentukan kontrak serta 
perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pembentukan kontrak baku. Penelitian 
ini merupakan penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh adalah dengan adanya 
kontrak baku kedudukan nasabah menjadi melemah, baik karena posisinya maupun 
ketidaktahuannya. Sehingga bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 
nasabah adalah berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang dapat menjadi landasan serta payung hukum untuk 
melindungi segala kepentingan konsumen termasuk juga nasabah bank syariah.
20
 
Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa karya 
ilmiah yang telah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya, penulis belum 
mendapatkan penelitian mengenai penerapan kontrak baku pada pembiayaan 
musyarakah di perbankan syariah menurut hukum Islam. Oleh karena itu penulis 
mengangkat kajian tersebut dengan judul “Analisis Penerapan Kontrak Baku Pada 
Transaksi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi kasus di Bank 
Syariah Mandiri)” untuk diteliti lebih lanjut. 
 
  
                                                          
20
 Zuri Rizki Zias, Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam 
Pembentukan Kontrak Baku pada Perbankan syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 
2013  
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1.6.  Metode Penelitian 
Dalam mendapatkan data dan mengolahnya secara tepat diperlukan 
metodologi penelitian agar hasil penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang 
baik. Data yang dihasilkan dari metode penelitian menghasilkan sebuah karya ilmiah 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
1.6.1.  Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan analisis 
deskriptif yaitu dengan menguraikan, menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan 
secara analitis bagaimana penerapan kontrak baku pada transaksi pembiayaan 
musyarakah di Bank Syari’ah Mandiri menurut hukum Islam. Tujuan peneliti 
menggunakan metode deskriptif ini adalah untuk memberi gambaran dalam 
menganalisa dan memecahkan permasalahan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. 
1.6.2.  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). 
Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan data primer dimana penulis 
berusaha mengumpulkan semua data-data primer secara akurat yang berhubungan 
dengan masalah penelitian langsung di lapangan dengan cara mendatangi sumber 
informasi yaitu pegawai Bank Syariah Mandiri.  
13 
 
 
 Penelitian kepustakaan (Library research) merupakan bagian dari 
pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan 
mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, 
surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini 
sebagai data yang bersifat teoritis.   
1.6.3.  Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk 
membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan wawancara 
(interview) dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data. 
1. Wawancara (Interview) 
Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu 
wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung 
kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh yaitu kepada bagian 
pembiayaan musyarakah. 
2. Telaah Dokumen 
Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, 
maupun elektronik. Teknik telaah dokumen ini ditujukan untuk memperoleh data 
langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah data 
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tentang kontrak baku yang penulis dapatkan dari buku-buku bacaan seputar 
pembiayaan di bank syariah dan dari Bank Syariah Mandiri sendiri.  
1.6.4.  Instrumen Pengumpulan Data 
Untuk teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing 
penelitian mengunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara 
penulis mengunakan instrumen kertas, alat tulis, hp dan tape recorder dalam 
mendapatkan data dari responden. 
1.6.5.  Langkah-Langkah Analisis Data 
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah 
karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna 
dalam memecahkan masalah penelitian.  
Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tentang penerapan kontrak baku di 
pembiayaan musyarakah, maka penulis mengadakan pengolahan data dan 
menganalisis data tersebut dengan mengunakan metode yang bersifat kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian mendiskripsikan mengenai unit 
sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan 
terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengidentifikasi hubungan 
antar fungsi individu atau entintas. Data yang didapat dari hasil wawancara, 
kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, sehingga akan tampak kesenjangan 
antara praktik di lapangan dengan teori dan kemudian akan penulis analisis untuk 
mendapatkan hasil sebuah penelitian. 
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1.7.  Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi 
pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara 
umum dapat digambarkan sebagai berikut: 
Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode 
penulisan yang terdiri dari: jenis penelitian; metode pengumpulan data; teknik 
pengumpulan data; instrument pengumpulan data; dan langkah-langkah analisis data,   
serta sistematika penulisan. 
Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang kontrak yang mencakup; 
pengertian kontrak, rukun dan syarat kontrak, serta asas-asas kontrak. Tinjauan umum 
kontrak baku yang mencakup; pengertian kontrak baku, dan ciri-ciri kontrak baku. 
Tinjauan umum tentang pembiayaan musyarakah yang mencakup; pengertian 
musyarakah dan landasan hukumnya, serta rukun dan syarat musyarakah. 
Bab tiga membahas tentang implementasi/penerapan kontrak baku pada 
pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri menurut hukum Islam yang 
meliputi: praktik penerapan kontrak baku pada pembiayaan musyarakah di Bank 
Syari’ah Mandiri cabang Banda Aceh dan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan 
kontrak baku pada pembiayaan musyarakah di Bank Syari’ah Mandiri. 
Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini  dan juga saran 
untuk kemajuan ke depan yang lebih baik. 
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TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK BAKU DAN 
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
 
2.1. Konsep Kontrak 
2.1.1. Pengertian Kontrak 
Kontrak secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu contract atau dalam 
bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst yang berarti perjanjian. Burgerlijk 
Wetboek (BW) menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk pengertian 
yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua Tentang 
“Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”. Menurut Subekti 
istilah kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit dibandingkan dengan 
perjanjian atau persetujuan karena kontrak ditujukan kepada perjanjian atau 
persetujuan yang tertulis.
1
 
Menurut Black‟s Law Dictionary, contract diartikan sebagai suatu perjanjian 
(an agreement) antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.
2
 Sehingga dapat dikatakan bahwa 
antara perjanjian dan kontrak mempunyai arti yang lebih kurang sama. Agreement 
(perjanjian) mempunyai pengertian yang lebih luas daripada contract. Semua 
contract adalah agreement, tetapi tidak semua agreement merupakan contract. 
                                                          
1
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, 
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 13 
2
Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (contract drafting), (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), 
hlm. 11 
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Seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, di dalam pola pikir sistem 
Anglo-American:
 3
 
“Perjanjian yang bahasa Belandanya overeenkomst dalam bahasa Inggris 
disebut agreement, mempunyai pengertian lebih luas dari kontrak, karena 
mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk 
agreement yang berkaitan dengan bisnis disebut contract, sedangkan untuk 
yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut agreement”. 
Sehingga dari pengertian-pengertian di atas, maka tampak bahwa yang 
dimaksud dengan kata kontrak adalah perjanjian tertulis, dan bahkan lebih menjurus 
kepada pembuatan suatu akta.  
Kontrak secara terminologi adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih 
saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, 
biasanya dilakukan secara tertulis.
4
 Pengertian kontrak atau perjanjian diatur dalam 
Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu  perbuatan  dengan  
mana  satu  pihak  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
5
 
Akan tetapi pengertian tersebut dirasa tidak lengkap karena hanya menyebutkan 
persetujuan sepihak saja dan sangat luas karena menggunakan kata “perbuatan” 
yang mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehingga 
pengertian kontrak pada Pasal 1313 KUH Perdata tersebut kemudian mengalami 
perubahan dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) yang diatur dalam Buku 6 Bab 
5 Pasal 6: 213 yang ditegaskan dengan perbuatan hukum yang bertimbal balik, 
                                                          
3
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, 
hlm. 15 
4
Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: 
Kencana, 2006), hlm. 49 
5
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek, Cet. V (Bandung: Citra 
Umbara, 2011), hlm. 343 
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dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih lainnya. 
6
 
Dalam perjanjian, para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang 
diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga 
perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan 
(verbinteinis).
7
 Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan 
kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu 
terhadap pihak lainnya dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan itu, begitu juga 
sebaliknya.
8
 Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi 
para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat 
merupakan sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. 
Dalam hukum Islam, kontrak (perjanjian) merupakan kegiatan muamalah 
yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain baik yang bersifat tabarru‟ (saling 
tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan kecuali dari Allah swt) maupun yang 
bersifat tijarah (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).
9
 Kontrak dalam 
bahasa Arab dikenal dengan kata akad (al-„aqdu) dan kata „ahd (al-„ahdu).10 Al-
Quran memakai kata akad dalam arti perikatan atau perjanjian. Walaupun akad 
disamakan dengan istilah perikatan, namun itu sebenarnya adalah perikatan yang lahir 
                                                          
6
 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian..., hlm. 19 
7
 Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan..., hlm. 49 
8
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2012), hlm. 229 
9
 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah  (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72 
10
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dari perjanjian, sehingga akad lebih tepat diterjemahkan sebagai perjanjian. 
Sedangkan kata „ahdu berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian, 
lebih tepat diterjemahkan sebagai pernyataan atau tekad seseorang untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu, sehingga merupakan janji untuk diri sendiri bukan janji 
untuk orang lain.
11
 
Kata akad berasal dari kata al-„aqd yang berarti mengikat, menyambung atau 
menghubungkan (ar-rabt). Secara terminologi, akad (kontrak) adalah pertalian antara 
ijab kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan 
akibat hukum pada objeknya.
12
 Dalam kaitan terminologi ini, Nasrun Haroen 
menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat Islam 
dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak 
dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan 
kontrak untuk transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan. Adapun 
pencantuman kalimat “menimbulkan akibat hukum pada objeknya” dimaksudkan 
adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) 
kepada pihak lain (yang menyatakan kabul). Ijab dan kabul dimaksud untuk 
menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang 
bersangkutan terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, ijab dan kabul ini menimbulkan 
hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.
13
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 Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kontrak atau perjanjian (dalam hukum Islam disebut dengan istilah akad) adalah suatu 
perbuatan hukum yang timbal balik, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan 
dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya dan lazimnya dibuat secara tertulis demi 
kepastian hukum. 
2.1.2. Rukun dan Syarat Kontrak 
Dalam pembuatan suatu kontrak, ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu 
rukun dan syarat kontrak. Di dalam KUH Perdata, rukun dan syarat kontrak tersebut 
tertuang dalam suatu syarat sahnya kontrak, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal 
tertentu dan suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUH Perdata). Dengan dipenuhinya 
empat syarat sahnya kontrak/perjanjian tersebut, maka suatu kontrak menjadi sah dan 
mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya kontrak 
menurut hukum perdata adalah: 
1. Kesepakatan Para Pihak yang Mengikatkan Diri.  
Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak yang terbentuk dari 
unsur penawaran dan penerimaan.
14
 Artinya, adanya pihak-pihak yang saling 
berkomunikasi menawarkan sesuatu yang kemudian diterima oleh pihak lainnya. 
Tawar menawar tersebut merupakan proses awal yang terjadi sebelum terwujudnya 
kata sepakat di antara para pihak yang berjanji. Dengan kata lain adanya pernyataan 
keinginan/kehendak yang berlawanan dari para pihak, kemudian terjadilah pertemuan 
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kehendak yang saling setuju (cocok/bersesuaian) sehingga menghasilkan suatu 
kesepakatan.  
Suatu kesepakatan itu harus diberikan secara bebas. Dalam artian bebas dari 
kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).
15
 Kedua belah 
pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat 
diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam.
 16
 Dengan 
demikian, suatu perjanjian itu menjadi tidak sah apabila dibuat atau didasarkan 
kepada paksaan, penipuan, atau kekhilafan, sehingga perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan. 
2. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian 
Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan 
hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk 
membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap. 
Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar 
berikut ini:
17
 
a. person (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (meerderjarig), di 
dalam KUHPerdata, standar usia kedewasaan adalah 21 tahun.  
b. Rechtperson (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (bevoegheid). 
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3. Suatu Hal Tertentu 
Suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah objek tertentu yaitu berupa 
prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Menurut KUH Perdata hal 
tertentu adalah:
 18
 
- Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus 
suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit 
ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu 
kemudian dapat ditentukan dan dihitung. (Pasal 1333 KUH Perdata)  
- hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi 
pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata). 
Jadi, suatu hal tertentu itu paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan 
kemudian jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung. Sebab apabila suatu objek 
perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, 
perjanjian demikian adalah tidak sah.
19
 Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya 
kewajiban para pihak (prestasi) dapat dilaksanakan oleh para pihak. 
4. Kausa (Sebab) yang Legal (Diperbolehkan) 
Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada 
pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH 
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Perdata).
20
 Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa apa yang 
hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai 
iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban 
umum, dan kesusilaan.  
Sama halnya dengan syarat sahnya berkontrak dalam KUHPerdata, dalam 
Hukum Islam dikenal dengan adanya rukun dan syarat berkontrak. Menurut ahli-ahli 
hukum Islam kontemporer, rukun dan syarat yang membentuk akad (kontrak) di 
antaranya:
21
 
a. Para pihak yang membuat akad (al-„aqidan), syarat-syaratnya: 
1. Tamyiz, sama dengan kecakapan dalam KUH Perdata 
2. Berbilang pihak 
b. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-„aqd), syarat-syaratnya: 
1. Sesuai ijab dan kabul (kata sepakat), sama dengan adanya kesepakatan 
dalam KUH Perdata 
2. Kesatuan majelis 
c. Objek akad (mahallul-„aqd), sama dengan suatu hal tertentu (dalam KUH 
Perdata), syarat-syaratnya: 
1. dapat diserahkan 
2. tertentu atau dapat ditentukan 
3. dapat ditransaksikan 
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d. Tujuan akad (maudhu‟ al-„aqd), sama dengan kausa yang diperbolehkan 
(dalam KUH Perdata), syaratnya adalah tidak bertentangan dengan syarak.  
Rukun keempat ini merupakan tambahan dari ahli-ahli hukum Islam modern. 
Rukun ini disamakan dengan kausa perjanjian dalam KUHPerdata. Penambahan 
tujuan akad ini adalah hasil ijtihad ahli-ahli hukum Islam kontemporer dengan 
melakukan penelitian induktif terhadap berbagai kasus kebatalan akad dalam berbagai 
karya pra modern hukum Islam. Terhadap rukun keempat ini, yaitu adanya tujuan 
pokok akad (kausa), disyaratkan tidak bertentangan dengan syarak. Apabila 
bertentangan dengan syarak akad menjadi batal. Di pihak lain, para ahli hukum Islam 
pra modern tidak menyebutkan tujuan akad sebagai rukun. Bagi mereka rukun akad 
hanya tiga saja.   
Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, secara umum yang menjadi syarat sahnya 
suatu perjanjian adalah:
22
 
1. Tidak Menyalahi Hukum Syariah yang Disepakati Adanya. 
Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum 
syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah 
tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak 
untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain 
apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum 
Syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. Dasar 
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hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuki 
ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW., yang artinya berbunyi 
sebagai berikut: “segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah 
bathil, sekalipun seribu syarat”.  
2. Harus Sama Ridha dan Ada Pilihan 
Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan 
kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi 
perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas 
masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang 
satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-
pihak yang mengadakan perjanjian. 
3. Harus Jelas dan Gamblang.  
Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa 
yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya 
kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di 
kemudian hari.  
Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing 
pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian 
haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka 
perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. 
26 
 
2.1.3. Asas-Asas Kontrak 
Hukum kontrak mengenal beberapa asas yang merupakan dasar hukum 
kontrak. Adanya asas-asas dalam berkontrak bertujuan untuk menjamin kepastian 
hukum dan membatasi dominasi salah satu pihak dalam perjanjian. Selain itu, asas-
asas ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak dalam membuat kontrak. 
Asas-asas dalam berkontrak sebagaimana diuraikan berikut:
23
 
a. Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme menganut paham dasar bahwa suatu perjanjian itu sudah 
lahir sejak saat tercapainya kesepakatan.
24
 Konsensualisme adalah perjanjian itu telah 
terjadi jika telah ada konsensus (kata sepakat) antara pihak-pihak yang mengadakan 
kontrak. Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakan, maka asas ini 
menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua 
belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian 
menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 
25
 
Asas ini mengandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan 
menimbulkan kepercayaan (vertrouwen) di antara para pihak terhadap pemenuhan 
perjanjian.
26
 Di sini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak. Sebelum 
adanya persesuaian kehendak, biasanya para pihak mengadakan negosiasi sebelum 
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mencapai kata sepakat. Apabila terdapat cacat kehendak yang meliputi tiga hal yaitu 
kesesatan/kekhilafan, penipuan dan paksaan, maka akibat hukumnya adalah kontrak 
itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. 
27
 
b. Asas Kebebasan Berkontrak 
Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa 
yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Akan tetapi, 
kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. 
Asas kebebasan berkontrak ini dapat ditemui dalam Pasal 1338 KUHPdt yang 
mengemukakan sebagai berikut:
28
 
(1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya 
(2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 
belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 
dinyatakan cukup untuk itu.  
(3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.  
Dari ketentuan di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para 
pihak yang hendak menandatangani kontrak, yakni pertama mencermati seluruh isi 
kontrak sebab jika sudah ditandatangani berarti menyetujui seluruh isi kontrak. Hal 
kedua adalah perjanjian yang telah ditandatangani tidak dapat ditarik kembali ataupun 
dibatalkan oleh sebelah pihak, harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal yang 
ketiga adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam doktrin yang 
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dikemukakan oleh para ahli hukum, pelaksanaan persetujuan dengan iktikad baik 
sebenarnya sama dengan penafsiran persetujuan berdasarkan kepatutan dan 
keadilan.
29
 
Namun yang penting diperhatikan adalah asas kebebasan berkontrak ini 
didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam berkontrak memiliki posisi tawar 
(bargaining position) yang seimbang, adil, dan tidak berat sebelah.
30
 Selain itu, asas 
ini menempatkan para pihak sebagai partner atau mitra kontrak dalam pertukaran 
kepentingan mereka.
31
 Para pihak bukanlah sebagai lawan kontrak yang saling 
menjatuhkan atau mengamankan diri sendiri, akan tetapi saling menguntungkan, 
menghargai, dan mengamankan tujuan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam 
kontrak. Karena itu dalam diri para pihak yang berkontrak harus terdapat pemahaman 
dan penghormatan terhadap hak masing-masing agar pertukaran hak dan kewajiban 
dapat berlangsung secara proporsional (seimbang). 
c.  Asas Daya Mengikat Kontrak ( Pacta sunt servanda) 
Pada dasarnya janji itu mengikat, sehingga perlu diberikan kekuatan untuk 
berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya 
kontrak, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan 
mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-
undang. Asas daya mengikat kontrak dipahami sebagai mengikatnya kewajiban 
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kontraktual (mencakup isi perjanjian dan prestasi) yang harus dilaksanakan para 
pihak. Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para 
pihak yang membuatnya. Hal ini dalam beberapa literatur, khususnya di-common 
law, disebut privity of contract.
32
 
Asas-asas  berkontrak dalam hukum Islam:
 33
 
1. Asas konsensualisme (Mabda‟ ar-Radha‟iyyah) 
  Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan 
tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-
formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu 
bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas 
konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut: 
a. Firman Allah, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan 
harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta sesama itu 
dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata 
sepakat) di antara kamu” (QS. An-Nisaa‟: 29). 
b. Firman Allah, “Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari 
mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, consent), maka makanlah 
(ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. 
An-Nisaa‟: 4). 
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c. Sabda Nabi Saw., Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat 
(Hadits riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).  
Hadits ini menunjukkan bahwa akad jual beli didasarkan kepada perizinan 
timbal balik (kata sepakat). Meskipun hanya akad jual beli saja yang 
disebutkan dalam hadits ini, namun untuk akad-akad yang lain diqiyaskan 
(dianalogikan) kepada akad jual beli, sehingga dengan dasar analogi itu akad-
akad lain juga didasarkan kepada kata sepakat.  
d. Kaidah hukum Islam, Pada asasnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan 
para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui 
janji”. 
Kaidah di atas amat tegas menyatakan bahwa perjanjian itu pada asasnya 
adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila telah tercapai kata sepakat para 
pihak, maka terciptalah suatu perjanjian.
34
 
2. Asas Ibahah (Mabda‟ al-Ibahah),  
Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada asasnya segala sesuatu itu boleh 
dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Bila dikaitkan dengan tindakan 
hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian 
apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut. 
3. Asas Kebebasan Berakad (Mabda‟ Hurriyah at-Ta‟aqud) 
Asas kebebasan berkontrak yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan 
bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama 
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yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa 
saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak 
berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil.  
Dalam kaidah hukum Islam, “Pada asasnya akad itu adalah kesepakatan 
para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka 
melalui janji” ini jelas menunjukkan kebebasan berakad karena perjanjian itu 
dinyatakan berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa 
yang mereka tetapkan melalui janji. Kebebasan membuat akad dalam hukum Islam 
tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Dalam hukum Islam, pembatasan itu dikaitkan 
dengan “larangan makan harta sesama dengan jalan bathil”. Maksud dari makan harta 
sesama dengan jalan bathil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak 
dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Syariah, baik yang dilarang secara langsung 
di dalam nas maupun berdasarkan ijtihad atas nas. Secara umum dapat dikatakan 
bahwa makan harta dengan jalan bathil adalah bertentangan dengan ketertiban umum 
dan kesusilaan. Hanya saja ketertiban umum dan kesusilaan dalam hukum Islam lebih 
luas cakupannya, karena mencakup larangan riba, gharar dan syarat penyerta akad 
yang fasid.
35
 
4. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) 
Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak 
boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah). 
Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat 
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diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan 
sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada 
batas yang masuk akal.
36
  
5. Asas Amanah 
Asas amanah ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah 
beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah 
satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
37
 Dalam kehidupan masa kini 
banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian 
yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, 
pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. 
Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya. Sehingga 
dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang 
menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang 
tidak banyak mengetahuinya.  
6. Asas Keadilan 
 Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam 
hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Quran yang menegaskan, 
“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. Al-Maidah: 8). 
Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali 
di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki 
                                                          
36
 Ibid., hlm. 90 
37
 Ibid., hlm. 91 
33 
 
kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena 
klausul akad tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam 
pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu 
karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu 
asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila 
memang ada alasan untuk itu.
38
 
 Berdasarkan dalil dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan, bahwa Allah 
berfirman “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan 
Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Dan QS. Al-
A‟raaf (7) : 29, disebutkan bahwa “Katakanlah: “Tuhanku menyuruh supaya berlaku 
adil”. Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut 
Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, 
baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat 
satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. Dalam asas ini, para 
pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dan pengungkapan 
kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi 
semua kewajibannya. 
39
 
 Dalam QS. An-Nahl (16): 90, Allah SWT., berfiman “Sesungguhnya Allah 
menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, 
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dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan”. Sikap adil 
harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal 
yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal 
ini disebut juga dengan kezaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman 
antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan 
pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim 
lainnya.
40
 
2.2. Kontrak Baku 
2.2.1.  Pengertian Kontrak Baku  
Istilah kontrak baku merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu 
standard contract. Dalam kamus Inggris-Indonesia kata standard mempunyai 
berbagai arti yaitu tiang (panji), kelas dan atau ukuran (sebagai pedoman). Sedangkan 
kata contract artinya perjanjian atau hubungan. Dengan memperhatikan arti kedua 
kata tersebut, maka standard contract artinya perjanjian dengan menggunakan ukuran 
tertentu. Sehubungan dengan hal itu, Ahmadi Miru mengemukakan bahwa, kontrak 
baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh 
salah satu pihak.
41
 Hondius juga memberikan pengertian terhadap kontrak baku 
sebagai perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian 
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yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya 
terlebih dahulu.
42
  
Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (form standard), 
yang dituangkan dalam bentuk formulir dan dicetak dalam jumlah yang banyak 
dengan beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai 
transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga 
tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai 
apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.
43
 Sehingga kontrak baku 
ini sering disebut dengan nama take it or leave it contract.
44
 Artinya, pihak 
konsumen/kreditur masih diberi hak untuk menyetujui (take it) atau menolak 
kontrak/perjanjian yang diajukan kepadanya (leave it).  
Sutan Remi Sjahdeini mengartikan kontrak baku sebagai perjanjian yang 
hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain 
pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta 
perubahan.
45
 Di satu sisi, bentuk perjanjian seperti ini sangat menguntungkan jika 
dilihat dari berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi, 
di sisi lain bentuk perjanjian ini menempatkan pihak yang tidak ikut membuat 
klausul-klausul dalam kontrak itu sebagai pihak baik secara langsung maupun tidak 
langsung pihak yang dirugikan, yakni di satu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam 
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kontrak itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam 
menjalankan perjanjian tersebut, di sisi lain ia harus menurut terhadap isi kontrak 
yang disodorkan kepadanya.
46
 
Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berdasarkan pada asas 
kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan 
kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam 
perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui 
negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan 
syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan 
kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama 
sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang 
disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian 
standard atau perjanjian adhesi.
47
  
Panggabean dengan mengutip pendapat Mr. H.J. Sluiter mengatakan, 
pengertian standard contract merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih 
dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satu pihak 
kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena 
kecerobohan pada pihak lain. Dengan pengertian itu Panggabean melihat Sluiter 
tampaknya mempersamakan standard contract dengan adhesie contract, dimana 
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salah satu pihak dipaksa oleh pihak lain. 
48
 Mengenai kontrak baku (standard 
contract) ini Badrulzaman menggolongkan perjanjiannya ke dalam dua golongan, 
yaitu: 
49
 
1. Perjanjian standar umum, yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya telah 
dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur. 
2. Perjanjian standar khusus, yaitu perjanjian yang standarnya telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Pada perjanjian standard khusus baik bentuk dan berlakunya 
perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.  
 Dalam kontrak baku yang menentukan isi perjanjian adalah produsen/kreditur, 
karena selama ini dalam membuat perjanjian dipengaruhi oleh asas hukum yang 
mengatakan siapa yang memiliki kedudukan sosial ekonomi yang kuat maka dialah 
yang mengatur pihak lainnya yang kedudukannya lemah sewaktu berhubungan 
dengannya.
50
 Sudah banyak diterapkan asas tersebut dalam praktik kehidupan di 
masyarakat. Contohnya hubungan pengacara dengan kliennya berlaku hukum 
pengacara. Hubungan buruh dan majikan berlaku hukum majikan. Hubungan bank 
dengan nasabah berlaku hukum bank. Di samping itu, dari sisi administrasi, terdapat 
alasan-alasan lain seperti menghemat waktu, praktis, dan sebagai pelayanan yang 
baik kepada debitur. 
  Dari pengertian-pengertian di atas maka kontrak baku (standard contract) 
merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara para pihak yang dibuat dalam bentuk 
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atau format yang telah dibakukan oleh salah satu pihak umumnya pihak yang 
memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat, dan tidak membuka peluang kepada 
pihak lainnya untuk menegosiasikan isi kontrak maupun merubah isi kontrak.   
2.2.2.  Ciri-Ciri Kontrak Baku 
Kontrak baku dalam perkembangannya mengikuti dan menyesuaikan dengan 
perkembangan masyarakat. Karena lahir dari kebutuhan efisiensi serta efektivitas 
kerja, maka bentuk kontrak baku ini pun memiliki karakteristik yang khas yang tidak 
dimiliki oleh kontrak yang lain pada umumnya, antara lain kontrak baku dibuat salah 
satu pihak saja dan tidak melalui suatu bentuk perundingan, isi kontrak telah 
distandarisasi, klausula yang ada di dalamnya biasanya merupakan klausul yang telah 
menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku secara terus menerus dalam waktu yang 
lama. Kontrak baku menurut Sudaryatmo mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
51 
1. Perjanjian sepihak yang dibuat oleh produsen yang posisinya lebih kuat dari 
konsumen; 
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian; 
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal; 
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan. 
Mariam Darus Badrulzaman juga mengemukakan ciri-ciri kontrak baku yang 
sama seperti di atas, yaitu:
52
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1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat; 
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi 
perjanjian; 
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu; 
4. Bentuk tertentu (tertulis); 
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif. 
2.3.  Musyarakah 
2.3.1.  Pengertian dan Landasan Hukum Musyarakah 
 Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran. Artinya 
bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerja sama, karena 
itu, syirkah merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat 
kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama.
53
 
Para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam 
modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan 
kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung 
secara proporsional sampai batas modal masing-masing.
54
 Secara umum dapat 
diartikan patungan modal dan usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.   
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan usaha tertentu. Tiap-tiap pihak memberikan dana atau amal dengan 
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kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan.
55
 Musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal 
pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama 
menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek 
dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan 
dana yang dipakai nasabah.
56
 
Berkaitan dengan syirkah yang menjadi landasan hukumnya adalah ayat-ayat 
Al-Quran dan Hadis Nabi saw. Dalam Al-Quran kata-kata syirkah ditemukan dalam 
168 ayat yang kesemuanya bermaksud berkumpul atau mengumpulkan. Dalam arti 
teologis maka maknanya dapat menjadi syirk yaitu menyekutukan Allah sedangkan 
dalam hubungan manusia merupakan bentuk kerjasama yang dikenal dalam syariat 
dan didasarkan kepada al-quran dan hadits.
57
 Dasar hukum syirkah dapat ditemui 
dalam Al-Quran surat An-Nisa:12 dan Shaad: 24, yang berbunyi sebagai berikut:        
    .....    
“Maka mereka bersyarikat pada sepertiga” (QS. An-Nisa‟: 12) 
.....     
     
   
  
“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”. (QS. Shaad: 24). 
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Dan hadits Rasulullah saw.:  
  تجرخ هناخ ذإف هبحص امهدحا نخي ملام نيكيرشلا ثلاث انا لوقي هللانا لاق هعفر ةریرهيبا نع
)دواد وبا هاور( امهنیب نم 
“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. berkata “Sesungguhnya Allah „Azza 
Wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat 
selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (HR. Abu Dawud – no 
2936, dalam kitab Al-Buyu‟ -, dan Hakim). 
Kedua dalil di atas merupakan bukti bahwa akad syirkah telah dilaksanakan 
dan diperlukan dalam kehidupan manusia. Kecenderungan untuk bekerja dan 
bekerjasama adalah jawaban empiris bagi menghalalkan kegiatan dengan pendekatan 
syirkah dimaksud.  
2.3.2.  Rukun dan Syarat Musyarakah 
Musyarakah termasuk akad bernama yaitu  akad yang sudah ditentukan 
namanya oleh Pembuat Hukum Syariah dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan 
khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad yang lain.
58
 Tujuan 
akad musyarakah adalah untuk melakukan persekutuan modal dan usaha yang 
merupakan akibat hukum yang ditimbulkan dari tujuan akad tersebut. 
Oleh karena musyarakah termasuk jenis akad atau kontrak perjanjian, maka 
rukun dan syarat musyarakah adalah sama dengan rukun dan syarat akad (kontrak) 
pada umumnya, yaitu para pihak yang membuat akad („aqidhan), pernyataan 
kehendak para pihak (shighat), dan objek akad. Hanya saja objek akadnya berupa 
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modal, kerja (usaha), keuntungan dan kerugian yang memiliki beberapa syarat 
sebagai berikut:
59
 
a. Modal  
Dalam hal modal, ada beberapa hal yang disyaratkan yaitu:
60
 
1. Harus diketahui. Jika tidak diketahui jumlahnya, hanya spekulatid, maka 
tidaklah sah. Karena modal itu akan menjadi rujukan ketika aliansi 
dibubarkan. Dan hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui jumlah 
modal. 
2. Hendaknya modal itu riil. Yakni ada pada saat transaksi pembelian. Karena 
dengan itulah aliansi ini bisa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan. 
Jika saat transaksi tidak ada, maka transaksi dianggap batal. 
3. Tidak merupakan hutang pada orang yang kesulitan, demi menghindari 
terjadinya riba. Karena dalam hal ini orang yang berhutang bisa tertuduh 
menangguhkan pembayaran hutangnya agar bertambah nilainya. Atau orang 
yang memberi hutang tertuduh telah mengorbankan diri menuntut orang yang 
berhutang untuk menambah jumlah hutangnya karena telah dikembangkan.  
Para ulama menyepakati bahwa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, 
perak, atau yang bernilai sama.
61
 Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila 
modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan 
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sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, 
dan sebagainya. Bila itu dilakukan menurut kalangan ulama ini, seluruh modal 
tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati terlebih dahulu oleh 
mitranya. 
b. Kerja (Usaha) 
Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. 
Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta 
menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan bagi mereka 
untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani 
pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan 
lebih bagi dirinya. 
c. Keuntungan dan Kerugian 
Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan 
dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.  
Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional. Seorang mitra juga 
boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau 
persentasi itu diberikan kepadanya. Selain itu, sistem pembagian keuntungan harus 
tertuang dengan jelas di dalam akad (kontrak). Sedangkan kerugiannya, harus dibagi 
di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 
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BAB TIGA 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
PENERAPAN KONTRAK BAKU PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
DI BANK SYARIAH MANDIRI 
 
3.1. Praktik Penerapan Kontrak Baku pada Pembiayaan Musyarakah di Bank 
Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh  
Dalam dunia bisnis, salah satunya lembaga keuangan seperti perbankan 
syariah terdapat kecenderungan untuk menggunakan sesuatu yang dinamakan dengan 
kontrak baku (standard contract). Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh 
misalnya, lembaga perbankan syariah tersebut juga menggunakan kontrak baku pada 
setiap transaksi  pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak bank lebih awal. 
Kontrak baku ini dibuat atas dasar “take it or leave it” yang artinya nasabah diberi 
pilihan untuk lanjut dengan menerima segala ketentuan yang terdapat dalam kontrak 
baku tersebut, ataupun dapat menolak untuk tidak lanjut melakukan transaksi di bank 
tersebut.  
Pembuatan kontrak musyakarah di Bank Syariah Mandiri juga sudah 
distandarisasi/dibakukan oleh pihak bank. Artinya pihak nasabah tidak ikut serta 
dalam pembuatan kontrak. Pihak nasabah hanya diberi kesempatan untuk membaca 
dan memahami isi dari kontrak musyarakah tersebut, baik dari segi syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuannya maupun konsekuensi yang sewaktu-waktu akan timbul 
setelah nasabah menandatangani kontrak perjanjian musyarakah.    
Umumnya, masyarakat tidak mengenal dengan yang namanya kontrak baku, 
termasuk juga nasabah bank syariah. Kebanyakan nasabah tidak tahu apa itu kontrak 
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baku (standard contract). Meskipun pengaplikasian kontrak baku telah berlangsung 
lama, akan tetapi masyarakat luas masih awam dengan kata “kontrak baku (standard 
contract)”. Karena pengetahuan masyarakat yang kurang inilah dijadikan kesempatan 
oleh pengusaha dunia bisnis untuk meraup keuntungan melalui kontrak baku tersebut. 
Sedangkan asas kebebasan berkontrak menghendaki bahwa suatu kontrak bisnis dapat 
dibuat secara bebas oleh kedua belah pihak yang telah sepakat mengikat, bukan 
dibuat secara sepihak karena, setiap kontrak yang dibuat secara sepihak pasti akan 
menimbulkan rasa ketidakadilan di pihak lain.  
Inilah yang sedang terjadi di zaman sekarang ini, dimana dunia bisnis dan 
perekonomian ditentukan oleh kedudukan ekonomi yang terkuat. Sedangkan pihak 
lemah mau tidak mau harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh pihak 
ekonomi yang kuat. Akan tetapi sangat disayangkan bagi masyarakat yang 
ekonominya kurang, karena hanya mempunyai satu pilihan yaitu menolak dan 
membatalkan kontrak tersebut tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. 
Sedangkan masyarakat yang ekonominya standar ataupun berkelebihan, tentunya 
tidak mempermasalahkan diaplikasikannya kontrak baku karena dapat mempercepat 
proses transaksi yang dikehendaki tanpa memakan waktu yang lama (praktis). Hal 
inilah yang membuat kehadiran kontrak baku diterima oleh masyarakat walaupun 
masih kontroversial (masih ada pro dan kontra terhadap diaplikasikannya kontrak 
baku). 
Di perbankan syariah, antara bank dan nasabah merupakan dua pihak yang 
saling membutuhkan. Tanpa nasabah, bank tidak dapat menjalankan operasionalnya, 
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sebaliknya tanpa bank nasabah akan kewalahan dalam mengurusi kebutuhan 
ekonominya. Sepatutnya, sesama pihak yang saling membutuhkan juga sama-sama 
saling menguntungkan, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan walaupun hanya 
sedikit.  
Penerapan kontrak baku pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah 
Mandiri cabang Banda Aceh berlangsung setelah melalui beberapa tahap yaitu 
adanya pengajuan pembiayaan dari nasabah, analisa dari bank yang bersangkutan, 
hingga dikeluarkannya SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan). SP3 (Surat 
Penegasan Persetujuan Pembiayaan) adalah surat yang memuat hal-hal penting 
mengenai struktur pembiayaan, seperti jangka waktu, nominal, agunan dan lain-lain. 
SP3 inilah yang kemudian dituangkan dalam kontrak pembiayaan ditambah dengan 
klausul-klausulnya yang telah dibakukan oleh bank. Pada prinsipnya, jika nasabah 
sudah setuju dengan SP3, maka tidak ada negosiasi lagi di akad/kontrak.
1
 
Secara lengkapnya dijelaskan di bawah ini: 
1. Pengajuan Permohonan Pembiayaan 
Pengajuan permohonan pembiayaan diajukan oleh calon nasabah kepada 
account officer
2
, dimana dalam implementasinya pengajuan tersebut dapat dilakukan 
secara lisan terlebih dahulu, dengan menggali informasi awal dari kebutuhan nasabah 
dan secara singkat dapat melihat peluang bahwa proses pembiayaan dapat dilanjutkan 
                                                          
1
 Hasil wawancara dengan Mohammad Abdul Arif, Marketing Pembiayaan Bank Syariah 
Mandiri Cabang Banda Aceh, pada Tanggal 28 Maret 2017 
2
 Account officer yaitu pegawai bank yang bertugas dibagian pembiayaan. 
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dengan permohonan secara tertulis. Informasi pokok yang digali oleh seorang 
account officer pada saat wawancara awal dengan calon nasabah adalah:
3
 
 Latar belakang nasabah menyangkut status pemohon, jenis usaha yang 
dijalankan, dan domisili calon nasabah  
 Repayment Capacity (kemampuan membayar) meliputi: sumber penghasilan, 
dan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan 
 Jaminan yang diserahkan, meliputi: jenis jaminan, perkiraan harga pasar 
jaminan, dan status kepemilikan jaminan. 
Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam pengajuan pembiayaan secara 
tertulis. Setelah itu, nasabah akan diminta untuk memenuhi dokumen-dokumen yang 
dipersyaratkan untuk dianalisis lebih lanjut. 
2. Analisa dari bank 
Analisa yang digunakan ada berupa metode analisa 5C yaitu Character 
(Karakter), Capital (modal), Capacity (kemampuan), Condition (kondisi), dan 
Colleteral (Jaminan). Juga analisa terhadap dokumen-dokumen yang telah dilengkapi 
oleh calon nasabah. Analisa ini dilakukan oleh account officer. Setelah analisis 
dilakukan, selanjutnya account officer membuat usulan pembiayaan dalam bentuk 
proposal tertulis yang akan diajukan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan 
                                                          
3
 Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah, (Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo, 2009) hlm. 43 
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keputusan persetujuan pembiayaan atau SP3 (Surat Penerimaan Persetujuan 
Pembiayaan).
4
  
Ada beberapa hal-hal pokok yang disampaikan di dalam Usulan Pembiayaan 
sebagai berikut:
5
 
 Permasalahan, menyangkut: jumlah permohonan pembiayaan, tujuan 
penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan agunan yang 
diajukan 
 Informasi nasabah, berupa: nama pemohon, alamat rumah, alamat domisili, 
alamat usaha, bidang usaha, susunan pengurus, lama usaha, dan grup usaha.  
 Analisis aspek yuridis (keabsahan/legalitas permohonan dan usaha pemohon), 
analisis karakter dan manajemen, analisis aspek teknis dan produksi 
(meliputi: pola usaha yang dijalankan, proses produksi, kapasitas produksi, 
jenis produk yang dihasilkan, dan mesin-mesin yang dimiliki), analisis aspek 
pemasaran, analisis aspek keuangan, analisis aspek sosial ekonomi, dan 
analisis aspek dampak lingkungan hidup, serta analisis aspek agunan.   
 Rekomendasi dari account officer apabila permohonan pembiayaan dari calon 
nasabah tersebut layak dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan  
3. Diterbitkannya SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) 
SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) diterbitkan oleh komite 
Pembiayaan atas usulan pembiayaan oleh account officer. Biasanya komite 
                                                          
4
 Ibid., hlm. 224 
5
 Ibid., hlm. 226 
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pembiayaan akan memberikan catatan-catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu 
dipenuhi, dilengkapi dan dijalankan oleh nasabah dalam pemberian pembiayaan. Dan 
hal ini harus diperhatikan oleh account officer, apabila hal-hal tersebut merupakan 
keputusan yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka hal tersebut harus dicantumkan 
dalam persyaratan pembiayaan.  
Dalam SP3 tercantum segala hal yang direkomendasikan dalam usulan 
pembiayaan sebelum pembiayaannya direalisasikan. Seperti struktur pembiayaan, 
anggunan, biaya-biaya, syarat penandatanganan akad, dan syarat pencairan 
pembiayaan. SP3 ini dikirimkan ke nasabah untuk dibaca, dan apabila nasabah 
menyetujuinya, maka nasabah harus menandatanganinya di atas materai cukup 
sebagai bukti sah persetujuan nasabah dan mengembalikannya ke bank yang 
bersangkutan.  
4. Realisasi pembiayaan 
Setelah nasabah setuju dengan SP3, kemudian pihak bank akan menerbitkan 
kontrak pembiayaan syariah dengan klausul-klausul yang telah dibakukan 
(distandarisasi). Ada dua hal penting yang dilakukan dalam merealisasikan 
pembiayaan, diantaranya: 
1. Penandatanganan akad/kontrak pembiayaan dan pengikatan jaminan 
2. Pencairan pembiayaan 
Pada tahap inilah terbentuknya kontrak/akad pembiayaan, dimana isinya telah 
distandarisasi oleh bank. Pihak yang bertugas membuat kontrak pembiayaan adalah 
bagian financing operational. Sedangkan standar kontraknya sudah ada dari pusat 
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(klausulnya sudah distandarisasikan dari pusat).
6
 Kontrak baku yang diterapkan di 
Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh merupakan kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh UUS (Unit Usaha Syariah) untuk menyeragamkan kontrak berupa 
kontrak baku yang telah tersusun dan terformat dengan sedemikian rupa.  
Hasil penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh 
menunjukkan bahwa ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara 
tertulis, dengan menulis jumlah pembiayaan, jangka waktu dan lain-lain, bank akan 
menganalisanya, apakah calon nasabah tersebut layak untuk mendapatkan jumlah 
pembiayaan dan jangka waktu sesuai yang diinginkan atau tidak. Jika menurut bank 
permintaan nasabah terlalu tinggi, maka bank akan menurunkan jumlah 
pembiayaannya ataupun jangka waktunya diperpanjang atau diperpendek.
7
  
Hal ini dapat dikatakan telah terjadinya tawar-menawar yang dilakukan oleh 
pihak nasabah kepada pihak bank pada saat pengajuan pembiayaan. Akan tetapi hasil 
keputusan mengenai pengajuan pembiayaan oleh nasabah tersebut tetap diputuskan 
oleh pihak bank. Dari besarnya jumlah pembiayaan yang dapat dibiayai oleh bank 
yang terkadang sesuai terkadang tidak dengan permintaan nasabah ataupun jangka 
waktunya semuanya ditetapkan oleh bank berdasarkan analisis bank terhadap 
dokumen-dokumen yang telah dilengkapi nasabah, sehingga nasabah tidak diberikan 
kesempatan untuk bernegosiasi atau tawar-menawar kembali. Karena bank 
                                                          
6
Hasil wawancara dengan Mohammad Abdul Arif, Marketing Pembiayaan Bank Syariah 
Mandiri Cabang Banda Aceh, pada Tanggal 28 Maret 2017 
7
Hasil wawancara dengan Mohammad Abdul Arif, Marketing Pembiayaan Bank Syariah 
Mandiri Cabang Banda Aceh, pada Tanggal 28 Maret 2017 
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menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan untuk mencegah 
atau mengurangi resiko yang akan terjadi di kemudian hari.  
Anatomi kontrak pembiayaan musyarakah Bank Syariah Mandiri cabang 
Banda Aceh seperti: 
Nama Bank 
Syariah 
Klausul Baku Klausul Bebas 
Bank Syariah 
Mandiri 
Cabang 
Banda Aceh 
Judul Komparisi 
Kutipan ayat 
Pembiayaan dan 
penggunanan (pasal 2) 
Pendahuluan Jangka waktu (pasal 3) 
Definisi (pasal 1) 
Kesepakatan nisbah bagi 
hasil (pasal 5) 
Penarikan pembiayaan (pasal 4) Jaminan (pasal 8) 
Kesepakatan nisbah bagi hasil 
(pasal 5) 
 
Pembayaran kembali (pasal 6)  
Biaya, Potongan dan Pajak 
(Pasal 7) 
 
Kewajiban Nasabah (pasal 9)  
Pernyataan dan pengakuan 
nasabah (pasal 10) 
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Cedera janji (pasal 11)  
Pelanggaran (pasal 12)  
Pengawasan dan pemeriksaan 
(pasal 13) 
 
Asuransi (Pasal 14)  
Penyelesaian perselisihan (pasal 
15) 
 
Lain-lain (pasal 16)  
Pemberitahuan (pasal 17)  
Penutup (pasal 18)  
 
Pada klausul komparisi, pembiayaan dan penggunaan, jangka waktu, dan 
nisbah bagi hasil serta jaminan disebut dengan klausul bebas, karena setiap nasabah 
yang mengambil pembiayaan pada klausul-klausul tersebut berbeda-beda tujuan dan 
isinya. Sehingga tidak dapat dibakukan oleh bank.  
a. Komparisi 
 Yaitu berisi identitas para pihak (seperti nama, alamat, pekerjaan) yang 
mengadakan kontrak perjanjian dan kedudukan para pihak dalam kontrak. 
b. Pembiayaan dan Penggunaan (Pasal 2) 
 Berisi jumlah pembiayaan yang dibiayai oleh pihak bank berdasarkan 
pengajuan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah, serta tujuan penggunaan 
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pembiayaan tersebut yang digunakan untuk suatu usaha tertentu. Klausul ini tidak 
dibakukan oleh pihak bank karena setiap nasabah menghendaki jumlah pembiayaan 
dan tujuan penggunaannya yang berbeda-beda. Walaupun demikian, jumlah 
pembiayaan tetap diputuskan oleh bank apakah akan diberikan sesuai keinginan 
nasabah atau tidak sesuai (dikurangi) tergantung analisa bank terhadap kemampuan 
dari nasabah tersebut. 
c. Jangka Waktu (Pasal 3) 
 Berisi batas waktu pengembalian pembiayaan/modal yang diterima nasabah 
beserta nisbah bagi hasilnya. Klausul ini pula tidak dibakukan oleh bank, nasabah 
dapat mengajukan jangka waktu sesuai keinginannya. Akan tetapi, jangka waktu yang 
dikehendaki oleh nasabah yang ditulis di dalam pengajuan pembiayaan tidak serta 
merta disetujui oleh bank, terkadang bank memperpendek jangka waktunya 
berdasarkan analisis bank. 
d. Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil (Syirkah) (Pasal 5) 
  Klausul ini berisi pembagian nisbah bagi hasil yang akan diperoleh oleh bank 
dan nasabah dalam bentuk persenan (%) serta waktu maksimum pelaksanaan bagi 
hasilnya (syirkah). Bagian ini termasuk klausul bebas karena setiap nasabah yang 
mengambil pembiayaan musyarakah berbeda-beda nisbah bagi hasilnya, sehingga 
tidak dapat disetarakan. Nisbah bagi hasil ini ditetapkan oleh pihak bank secara 
sepihak berdasarkan perhitungan terhadap usaha yang dijalankan dan jumlah 
pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Akan tetapi, klausul ini juga mengandung 
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beberapa ketentuan atau syarat yang telah dibakukan sebelumnya oleh pihak bank. 
Sehingga klausul ini juga dapat dikategorikan kepada klausul baku. 
e. Jaminan (Pasal 8) 
 Klausul ini berisi jenis barang jaminan yang diserahkan nasabah kepada bank 
untuk menjamin tertibnya pembayaran/pelunasana pembiayaan tepat pada waktu dan 
jumlah yang disepakati kedua belah pihak. Klausul ini disebut klausul bebas karena 
tidak dibakukan oleh bank, nasabah dalam hal ini dapat menjaminkan jenis barang 
yang dikehendakinya dengan analisa dari pihak bank apakah jaminan ini layak untuk 
dijaminkan atau tidak. 
 Setelah melihat klausul-klausul di atas kiranya dapat dibenarkan atau masih 
dalam tahap wajar jika hasil keputusan terhadap pengajuan pembiayaan nasabah 
diputuskan sebelah pihak oleh bank dikarenakan bank dalam hal ini juga 
mempertimbangkan kemampuan nasabah untuk dapat mengembalikan modal 
pembiayaan bank agar bank tidak sampai mengalami kerugian. Yang menjadi 
permasalahannya adalah klausul-klausul yang di dalamnya terdapat berbagai macam 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang telah dibuat sepihak dan 
dibakukan oleh pihak bank. Sedangkan kedudukan bank sebagai pembuat kontrak 
lebih diuntungkan dengan hak-hak yang diperolehnya ketimbang kewajiban-
kewajiban yang seharusnya juga dibebankan kepadanya.  
 Klausul-klausul kontrak pembiayaan musyarakah yang dibakukan, 
diantaranya: 
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a. Judul (Heading) 
  Judul yang tertera sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh 
bank kepada nasabah. Disebutkan juga nomor notaril (nomor kontrak). Pada klausul 
ini, oleh beberapa pihak menganggapnya tidak terlalu penting karena hanya 
menunjukkan jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank.  
b. Kutipan Ayat  
  Pihak bank telah mempunyai format tersendiri untuk mengawali setiap 
kontrak perjanjian dengan kutipan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan 
fasilitas pembiayaan yang diberikan. Klausul ini termasuk klausul baku yang baik 
untuk menunjukkan bahwa perjanjian ini sesuai dengan syariah. 
c. Pendahuluan  
  Berisi pernyataan kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri 
dalam kontrak pembiayaan yang dimaksud. Selanjutnya bank membatasi kerjasama 
ini dengan berbagai syarat yang telah dibakukannya di dalam kontrak ini.  
d. Definisi (pasal 1) 
  Berisi definisi segala hal yang menyangkut pembiayaan musyarakah.  
e. Penarikan pembiayaan (Pasal 4) 
  Berisi syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh 
nasabah sebelum menarik pembiayaan.  
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f. Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil (Pasal 5) 
  Ada beberapa syarat dan ketentuan yang dibakukan di dalam klausul ini yang 
berkaitan dengan nisbah bagi hasil, seperti point keempat dari klausul ini yang 
menyatakan: 
“Bagi hasil (syirkah) yang merupakan nisbah untuk bank akan 
diperhitungkan dan dibayar dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh atas 
penggunaan dana pembiayaan sesuai saldo yang tercatat dalam Rekening 
Pembiayaan Nasabah yang dihitung dengan rumus saldo rata-rata harian 
penggunaan dana pembiayaan dibagi plafond fasilitas pembiayaan dikali 
nisbah untuk bank dikali realisasi pendapatan/keuntungan nasabah setiap 
bulan”. 
Dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan mengenai bagi hasil pada klausul 
ini. Pada ketentuan di atas dapat dilihat bahwa nisbah bagi hasil ditetapkan oleh pihak 
bank secara sepihak dan dibakukan sehingga nasabah harus mengikuti aturan dari 
bank dengan menyatakan kesepakatannya. Walaupun demikian, dalam klausul ini 
bank menyatakan kesediaannya untuk menanggung kerugian yang timbul dari 
kontrak perjanjian ini, selama kerugian itu tidak timbul akibat kelalaian, 
ketidakjujuran, dan pelanggaran dari nasabah. Bank juga baru akan mengakui 
kerugian tersebut setelah dilakukan analisanya terhadap laporan-laporan dari nasabah.  
g. Pembayaran Kembali (Pasal 6) 
  Klausul ini berisi kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang harus 
dipenuhi nasabah dalam hal pelunasan/pengembalian pembiayaan/modal beserta bagi 
hasilnya.  
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h. Biaya, Potongan dan Pajak (Pasal 7) 
  Klausul ini juga berisi kewajiban-kewajiban nasabah dalam menanggung 
setiap biaya-biaya dalam hal pelaksanaan pembiayaan musyarakah ini.  
i. Kewajiban Nasabah (Pasal 9) 
  Di dalam klausul ini memuat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh nasabah sehubungan dengan berlangsungnya usaha yang dijalankan oleh 
nasabah yang bekerjasama dengan bank dengan mendapatkan pembiayaan dari bank, 
seperti mengembalikan pembiayaan, menyerahkan kepada bank perhitungan usaha 
nasabah, membebaskan seluruh harta nasabah dari beban penjaminan dan lain-lain. 
j. Pernyataan dan Pengakuan Nasabah (Pasal 10) 
  Pada pasal ini memuat pernyataan nasabah mengenai seluruh atau sebagian 
hartanya tidak sedang dijaminkan  kepada orang lain, asuransi tidak dalam keadaan 
berselisih, nasabah memiliki perizinan untuk menjalankan usaha, nasabah 
mengizinkan bank untuk memasuki tempat usaha dan lain-lain. 
k. Cedera Janji (Pasal 11) 
  Berisi hak bank untuk menuntut/menagih pembayaran dari nasabah yang 
dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat 
teguran, atau surat lainnya apabila nasabah cedera janji. Akan tetapi pada klausul ini 
tidak dinyatakan mengenai keringanan yang sepatutnya diperoleh oleh nasabah 
apabila ia cedera janji karena ketidaksengajaannya. 
l. Pelanggaran (Pasal 12) 
  Di dalam pasal ini dijelaskan ciri-ciri nasabah yang melakukan pelanggaran.  
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m. Pengawasan dan Pemeriksaan (Pasal 13) 
  Adanya hak bank untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas 
pembukuan dan jalannya usaha. 
n. Asuransi (Pasal 14) 
  Adanya kewajiban nasabah untuk tetap menutup asuransi atas bebannya 
terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi pembiayaan berdasarkan kontrak 
ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank, dengan menunjuk dan 
menetapkan bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi 
tersebut (banker’s clause). 
o. Penyelesaian Perselisihan (Pasal 15) 
  Klausul ini ditetapkan secara sepihak oleh bank bagaimana penyelesaian 
perselisihan apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara bank dengan nasabah.  
p. Lain-lain (Pasal 16) 
  Berisi bahwa akad kontrak ini merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan akad-akad lainnya yang behubungan dengan akad ini. 
q. Pemberitahuan (Pasal 17) 
  Adanya pemberitahuan dari bank bahwa sehubungan dengan kontrak ini 
dianggap telah disampaikan secara baik dan sah dan telah disampaikan secara pribadi 
dengan tanda terima ke alamat bank dan nasabah. 
r. Penutup (Pasal 18) 
  Berisi apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, maka bank dan nasabah 
akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat melalui surat 
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menyurat. Walaupun kenyataannya, setelah kontrak ini terbit, nasabah biasanya 
menyatakan persetujuannya tanpa adanya musyawarah kedepannya.   
Dalam hal ini, nasabah harus mengikuti aturan-aturan kontrak yang telah 
ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Karena kesempatan 
untuk nasabah melakukan tawar menawar tidaklah banyak (terbatas). Bank 
menyediakan naskah kontrak baku pembiayaan musyarakah yang telah dicetak dalam 
bentuk blanko (formulir) dan dalam bentuk master (di dalam komputer) dalam jumlah 
yang banyak. Nasabah dalam hal ini dapat membaca isi kontrak sebelum 
menandatanganinya, akan tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkan 
ataupun merubah isi klausul kontrak yang telah dibakukan oleh bank syariah, kecuali 
pada tahap pengajuan pembiayaan. Pada tahap tersebut nasabah mempunyai 
kesempatan untuk menuliskan jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan jaminan yang 
diinginkan, artinya nasabah mengeluarkan keinginannya pada bagian-bagian tersebut. 
Akan tetapi yang dimaksud kontrak baku di sini adalah klausul-klausulnya 
yang berupa isi/syarat/ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan oleh bank dalam 
kontrak perjanjian ini. Tujuannya untuk menyeragamkan setiap transaksi pembiayaan 
yang sama yang dilakukan dalam jumlah yang banyak, juga untuk menghemat waktu, 
sehingga waktu yang digunakan lebih efisien. Selain itu juga, untuk lebih 
menguntungkan pihak bank dan menghindarinya dari terjadinya kerugian.  
Pada Pasal 1338 KUHPerdata mencerminkan asas kebebasan berkontrak bagi 
para pihak untuk menentukan isi kontrak. Artinya kedua belah pihak secara bersama-
sama bersepakat, bernegosiasi menentukan isi/klausul kontrak perjanjian. Akan tetapi 
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kehadiran kontrak baku masih dipertentangkan apakah kontrak baku memenuhi asas 
konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak atau tidak. Karena pada prinsipnya 
asas kebebasan berkontrak dalam suatu kontrak/akad dapat tercapai apabila 
terdapatnya bargaining position (kemampuan daya tawar menawar yang seimbang), 
dengan tujuan untuk memberikan hasil yang adil, patut dan sesuai dengan kehendak 
masing-masing. 
Praktik penerapan kontrak baku di bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh 
khususnya di pembiayaan musyarakah, bersifat final artinya tidak dapat diganggu 
gugat atau direvisi oleh nasabah. Selama nasabah telah menyetujui SP3 (Surat 
Penegasan Persetujuan Pembiayaan), maka nasabah telah dianggap setuju untuk 
bekerjasama dengan bank dan menaati segala aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan 
yang dibuat oleh bank. Semua ketentuan-ketentuan yang dimaksud tertera di dalam 
kontrak baku pembiayaan musyarakah yang telah disiapkan oleh Bank Syariah 
Mandiri. Kontrak baku tersebut menjadi pedoman/pegangan bagi nasabah selama 
bekerjasama dengan bank.  
1.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku pada 
Pembiayaan Musyarakah di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh 
Saat ini, kebanyakan kontrak yang terdapat pada perbankan syariah dibuat 
secara baku dimana beberapa klausul yang terdapat pada kontrak tersebut dapat 
memberatkan salah satu pihak saja. Memberatkan salah satu pihak maksudnya adalah 
adanya pencantuman klausul kontrak yang seharusnya juga dibebankan kepada bank, 
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tapi hanya dibebankan kepada nasabah, terutama dalam hal ini yaitu kontrak 
kemitraan (kerjasama). 
 Menurut Ahmadi Miru, Pitlo menggolongkan kontrak baku sebagai kontrak 
perjanjian paksa (dwang contract).
8
 Biasanya paksaan itu ada berupa paksaan fisik 
maupun paksaan psikis. Akan tetapi paksaan yang dimaksud di sini adalah paksaan 
psikis. Disebut paksaan psikis karena nasabah sebagai konsumen tidak mempunyai 
kesempatan untuk merubah atau merevisi klausul kontrak, nasabah hanya bisa 
menerima segala klausul dengan cara mau tidak mau (terpaksa) karena kebutuhan 
mendesak dan merasa khawatir atau takut apabila tidak menyetujuinya, maka tidak 
memperoleh pembiayaan yang akan mengakibatkan proyek (usahanya) gagal. 
Sehingga pihak yang kedudukan ekonominya lemah tidak mempunyai kebebasan 
bersuara di dalamnya dan terpaksa menerimanya sebab tidak mampu berbuat lain. 
Mengingat kontrak baku tersebut hanya menghendaki persetujuan yang dibubuhi 
dengan tanda tangan oleh pihak yang menerima kontrak tersebut atau pilihan lain 
adalah dapat menolak dan meninggalkan kontrak kerjasama tersebut.  
Apabila melihat kembali pada asas-asas kontrak menurut hukum islam, maka 
dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan berakad (berkontrak) atau dalam 
bahasa Arab disebut dengan istilah mabda’ hurriyah at-ta’aqud didalamnya. Pada 
asas kebebasan berkontrak, para pihak harus memiliki posisi tawar (bargaining 
position) yang seimbang, adil, dan tidak berat sebelah. Nasabah sebagai partner 
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Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 
hlm. 44  
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(mitra kontrak) bank, keduanya saling bertukar kepentingan antara hak dan kewajiban 
yang berlangsung secara seimbang (proporsional). Kedua belah pihak harus didasari 
atas suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada 
tekanan, paksaan, dan mis-statement. Seperti dalam QS. An-Nisa:29 yang berbunyi: 
    
   
     
      
      
    
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
Nabi SAW. juga bersabda: ضارت نع عیبلا امنا  “Sesungguhnya jual beli itu 
hanya sah jika suka sama suka”. (Riwayat Ibnu Hibban).9 Salah satu contoh pada 
transaksi akad jual beli juga berlaku pada jenis akad lainnya seperti akad kerjasama 
bagi hasil.  
 Ayat dan hadits di atas secara jelas menjelaskan dalam akad perjanjian harus 
didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan diantara para pihak. Sementara, dalam 
kontrak baku cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak nasabah untuk menerima 
setiap klausul kontrak baku pembiayaan yang mereka ajukan karena posisi nasabah 
                                                          
9
Sulaiman Rasyid,  Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 282 
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adalah pihak yang lemah sehingga mau tidak mau nasabah akan menerima dan 
menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul kontrak. Pasal 31 Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa paksaan adalah segala hal yang 
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak 
merupakan pilihan bebasnya.
10
 
 Berikut ini merupakan contoh klausul pada kontrak baku pembiayaan 
musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh yang dianggap 
menyimpang dari konsep musyarakah dan memberatkan sebelah pihak: 
Pasal 6 “Pembayaran Kembali” 
Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di bank, maka dengan ini 
nasabah memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab–sebab yang 
ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata kepada bank 
untuk mendebet rekening nasabah guna membayar/melunasi kewajiban nasabah 
kepada bank. 
 Klausul ini mengandung unsur paksaan bagi nasabah, dimana nasabah harus 
menyetujui bahwa bank berhak mendebet (mengambil uang) rekening nasabah untuk 
melunasi kewajiban nasabah, dan mau tidak mau nasabah harus rela jika sewaktu-
waktu pihak bank mendebet rekening nasabah. Pembiayaan ini lebih terkesan seperti 
pembiayaan dengan akad utang piutang.  
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Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta, 2011), hlm. 19 
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Pasal 7 “Biaya, Potongan, dan Pajak” 
Ayat pertama, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung 
segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa 
Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan bank kepada nasabah 
sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan nasabah menyatakan persetujuannya. 
Klausula di atas membebankan setiap biaya pelaksanaan akad tersebut kepada 
nasabah yang merupakan mitra kerjanya (bank). Sehingga ada rasa tidak fair terhadap 
nasabah karena setiap jasa notaris dan jasa-jasa lainnya dibebankan kepada nasabah. 
Ditandai dengan adanya kata-kata “jasa lainnya” yang harus ditanggung biayanya 
oleh nasabah, yang belum jelas jasa apa-apa saja nantinya yang harus ditanggungnya. 
Seharusnya sesama mitra kerja dalam perjanjian kerjasama, hal itu ditanggung 
bersama-sama tidak ditanggung oleh nasabah seorang.  
Pasal 14 “Asuransi” 
Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap menutup asuransi atas 
bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi Pembiayaan berdasar 
Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank, dengan menunjuk dan 
menetapkan bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi 
tersebut  (banker’s clause). 
Pada klausul di atas, nasabah dibebankan untuk membayar premi asuransi 
atas barang jaminannya sendiri ke perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank 
dengan menetapkan pihak bank sebagai pihak yang menerima pembayaran claim 
(ganti rugi) atas peristiwa yang terjadi pada barang jaminan. Sedangkan status 
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barang jaminan yang dijaminkan kepada bank pada hakikatnya adalah milik bank, 
meskipun secara fisik ada barang jaminan yang tidak dikuasai oleh bank.
11
 
Sehingga pihak banklah yang seharusnya mengasuransikan barang jaminan tersebut. 
Biasanya klausul ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang 
antara debitur dan kreditur dikarenakan pembayaran claim yang diterima oleh bank 
akan masuk ke rekening bank untuk melunasi utang nasabah kepada bank, akan 
tetapi akad pembiayaan yang dijalankan bukanlah merupakan akad hutang piutang, 
melainkan akad kerjasama. Hal ini menyebabkan klausul ini bertentangan dengan 
akad pembiayaan yang dijalankan oleh nasabah dan bank, yang menimbulkan 
kedudukan antara kedua mitra ini tidak seimbang dan memberatkan sebelah pihak.  
Oleh karena itu, analisis penulis lebih mementingkan mengasuransikan usaha 
nasabah guna memproteksi usahanya dari kegagalan ataupun lenyap yang dalam hal 
ini bank tidak ikut mengganti kerugian (berdasarkan Pasal 5 ayat 6 kontrak 
musyarakah) jika itu terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian dan pelanggaran yang 
dilakukan nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, 10 dan 
12 dalam kontrak musyarakah.  
Adanya contoh klausul-klausul di atas menyebabkan ketidakadilan terhadap 
nasabah seperti, bank mengalihkan tanggung jawabnya kepada nasabah (adanya 
klausul eksemi). Klausul eksemsi adalah klausul tambahan yang terdapat dalam 
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kontrak baku yang cenderung merugikan nasabah, karena beban yang seharusnya 
dipikul oleh bank, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban nasabah.
12
  
 Menurut hukum Islam, jika dilihat dari rukun kontraknya yang berupa al-
‘aqidain (dua pihak yang berakad), objek akad (mahallul ‘aqd), tujuan akad 
(maudhu’ul aqd), dan kesepakatan (shigat al-‘aqd), maka rukun-rukun tersebut telah 
terpenuhi di dalam kontrak baku pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri 
cabang Banda Aceh yang di tandai dengan; adanya dua pihak yang berakad yaitu 
pihak bank dan nasabah; objek akad yaitu pembiayaan musyarakah yang berupa 
modal, usaha, keuntungan dan kerugian; adanya tujuan akad yaitu membiayai suatu 
usaha, dan adanya kesepakatan yang ditandai dengan ditandatanganinya kontrak oleh 
kedua belah pihak. Sehingga kontrak kerjasama tersebut dianggap telah sah. 
Meskipun kontrak baku pembiayaan musyarakah ini tidak mengandung beberapa 
asas berkontrak dalam hukum islam, yaitu asas kemaslahatan (tidak memberatkan), 
asas keadilan (keseimbangan) dan asas kebebasan berkontrak, tidak menjadikan 
kontrak ini batal, karena kedua belah pihak telah sama-sama rela untuk bekerjasama 
melalui kontrak baku ini. 
Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa, syarat sah kontrak menurut Sayyid 
Sabiq salah satunya adalah harus sama ridha dan ada pilihan. Dalam artian, kedua 
belah pihak harus saling sepakat (sama-sama ridha) dan merupakan kehendak bebas 
masing-masing pihak bukan karena terpaksa. Sehingga jika itu merupakan syarat sah 
kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah apabila ada unsur keterpaksaan dari salah 
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satu pihak didalam pelaksanaan kontrak tersebut. Namun, keterpaksaan yang 
dimaksud di sini bukanlah keterpaksaan dikarenakan ancaman dari pihak bank yang 
dapat menyebabkan kontrak tersebut batal demi hukum, karena pihak bank masih 
memberikan pilihan kepada nasabah yaitu take it or leave it (terima atau tinggalkan).  
Keterpaksaan yang dimaksud adalah keterpaksaan untuk melakukan suatu kewajiban 
yang dibebankan kepada nasabah demi tercapainya kemaslahatan dengan 
memperoleh pembiayaan tersebut. Seperti, dengan memperoleh pembiayaan tersebut, 
nasabah dapat membangun sebuah proyek yang menjadi investasinya di masa depan. 
Kontrak musyarakah dalam praktik pelaksanaannya semakin berkembang 
seiring berkembangnya zaman, terutama dalam dunia perbankan syariah yang 
merupakan lembaga intermediasi (perantara) antara pihak yang surplus dana dengan 
pihak yang deficit dana. Pihak bank tentu lebih berhati-hati dalam melindungi dana 
yang diberikan kepada nasabahnya melalui kontrak yang dibakukan ini. Adanya 
beberapa klausul di atas, kiranya masih dalam tahap wajar jika dibebankan/diberatkan 
kepada nasabah, karena posisi nasabah selain sebagai mitra kerja juga sebagai 
pengguna jasa perbankan. Meskipun tidak seperti akad musyarakah yang sebenarnya 
diterapkan dalam fiqh muamalah, namun akad ini semakin berkembang mengikuti 
perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan. Berdasarkan asas ibahah “Pada asasnya 
segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”, maka kontrak 
baku musyarakah ini boleh dan sah diterapkan sampai ada dalil yang melarangnya.  
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3.3. Sisi Positif dan Negatif dari Penerapan Kontrak Baku pada Pembiayaan 
Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh 
Pada dasarnya, kontrak baku banyak memberikan keuntungan dalam 
penggunaannya. Seperti hanya memakan waktu yang singkat (hemat waktu), praktis 
karena peraturannya sudah ada jadi tinggal ikut saja, proses terjalinnya perjanjian pun 
berlangsung cepat karena kontrak telah tersedia (pembiayaan lebih cepat dicairkan). 
Akan tetapi dibalik keuntungan tersebut, penerapan kontrak baku mengandung sisi 
negatif yang menjadi sorotan para ahli hukum. Yaitu terciptanya posisi tidak 
seimbang antara bank dengan nasabah. Hal ini dikarenakan kontrak baku dibuat 
secara sepihak oleh bank, sehingga antara bank dan nasabah sebagai mitra kerja tidak 
memiliki hak maupun kewajiban yang seimbang. Nasabah sebagai mitra kerja lebih 
diberatkan kepada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. 
Secara lebih rinci, alasan bank selalu menyediakan atau menggunakan 
standard contract untuk setiap hubungan hukum dengan nasabahnya, antara lain:
13 
a. Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap nasabah  
harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank; 
b. Formulir tersebut antara lain memuat berbagai peraturan penting yang 
berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank; 
c. Memudahkan nasabah mengetahui peraturan apa saja yang berlaku dalam 
hubungan hukum dengan bank; 
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Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, 
(Jakarta:Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 68. 
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d. Tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku 
atas suatu produk bank. Dengan penyediaan formulir/kontrak baku yang 
dibuat oleh bagian hukum, maka pegawai lain di kantor cabang dapat dengan 
mudah menyediakan formulir tanpa harus berkonsultasi pada bagian hukum. 
Hal ini membantu mempercepat pelayanan; 
e. Fungsi bank sebagai intermediary dengan formulir/kontrak baku yang 
dibuat  secara  hati-hati  tersebut  dapat  mengamankan  dana  masyarakat 
yang dikelola oleh bank. 
Adanya kontrak baku, sebenarnya menempatkan nasabah sebagai posisi yang 
lemah, karena disatu sisi ia seharusnya memiliki hak untuk memperoleh kedudukan 
seimbang dalam menjalankan kontrak perjanjian tersebut, di sisi lain ia harus menurut 
terhadap isi kontrak yang disodorkan kepadanya. Sedangkan posisi nasabah disini 
adalah sebagai mitra kerja bukan sebagai debitur atau sebagai bawahan yang harus 
menuruti aturan-aturan atasannya. Walaupun kenyataannya nasabah yang 
mengajukan pembiayaan musyarakah banyak yang menerima klausul kontrak baku 
tersebut, namun tetap saja sifat kontrak baku adalah memaksa pihak lain untuk 
menyetujuinya, terutama bagi nasabah yang dalam keadaan mendesak membutuhkan 
pembiayaan tersebut, ataupun terpaksa untuk menolaknya. Jika nasabah menolak isi 
kontrak baku, maka nasabah tidak memperoleh pembiayaan yang diinginkannya. 
Sebaliknya, jika nasabah menyetujuinya, maka ia juga akan tertekan dengan 
banyaknya klausul (persyaratan) yang harus dipenuhinya. Inilah kelemahan 
diterapkannya kontrak baku yaitu timbulnya sifat keterpaksaan dari pihak lain 
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sehingga merasa diberatkan sebelah pihak. Apalagi akad yang dijalankan merupakan 
akad kerjasama bukan akad pinjam meminjam. 
Keterpaksaan yang dimaksudkan di sini seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya bukanlah keterpaksaan dikarenakan ancaman yang dilarang oleh hukum, 
seperti ancaman dianiaya atau dibuka rahasianya jika tidak menyetujui perjanjian 
tersebut ataupun ancaman dibunuh. Tetapi, keterpaksaan pihak nasabah untuk 
menerima isi perjanjian dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan 
kepadanya ataupun terpaksa menolak jika tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut. 
Tidak adanya ancaman tersebut dibuktikan dengan adanya dua pilihan yang diberikan 
oleh pihak bank yaitu take it or leave it (terima itu atau tinggalkan itu). 
Jika dilihat dari sisi positif dan negatifnya, maka seimbang kedudukannya 
antara sisi positif dan negatif yang didapatkan oleh nasabah. Dengan adanya kontrak 
baku, transaksi antara nasabah dengan pihak bank menjadi lebih instan (lebih cepat 
atau hemat waktu), nasabah dapat memperoleh pembiayaan yang diharapkannya 
untuk usahanya dan nasabah juga terbantu dengan adanya kontrak baku, sebab 
nasabah yang tidak mengerti dengan akad musyarakah akan sulit untuk ikut membuat 
kontrak musyarakah yang menyebabkan akan memakan waktu yang lama untuk 
membuat kontrak secara bersama-sama. Sedangkan sisi negatifnya, walaupun tidak 
ada kebebasan berkontrak yang didapatkan oleh nasabah di dalamnya, keseimbangan 
(keadilan) dan kemaslahatan (dalam artian tidak memberatkan), tetapi keuntungan 
yang diperoleh oleh nasabah adalah nasabah memperoleh pembiayaan tersebut untuk 
menjalankan usahanya, sehingga manfaat yang diperolehnya dari investasi usahanya 
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sebanding dengan mudharat yang didapatkan. Mudharat yang dimaksud adalah 
diberatkan sebelah pihak dan tidak adanya keseimbangan antara hak dan 
kewajibannya dengan pihak bank (tidak adil).  
Jadi sisi positif dari kontrak baku ini sebanding dengan sisi negatif dari 
kontrak baku ini, dikarenakan di zaman sekarang setiap perbankan syariah 
menggunakan kontrak yang tentunya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak 
bank. Kontrak baku ini juga telah permanen digunakan sehingga tidak dapat 
dihapus/dihilangkan. Kontrak baku ini tujuannya selain melindungi hak bank, juga 
bertujuan untuk membantu mempercepat proses transaksi pembiayaan, selain itu juga 
mengarahkan pihak nasabah kepada peraturan bertransaksi pembiayaan di perbankan 
syariah, selama di dalam kontrak baku tersebut tidak mencantumkan klausul yang 
dapat merugikan nasabah, seperti klausul pengalihan tanggung jawab dari pihak bank 
kepada nasabah, yaitu bank tidak ikut menanggung kerugian yang secara hukum 
dibebankan kepadanya dan juga tidak mencantumkan klausul dengan ukuran kecil 
dan tersembunyi sehingga sulit untuk ditemukan dan dibaca. Kontrak baku 
pembiayaan musyarakah ini dapat diterapkan karena kedua hal tersebut tidak 
ditemukan, dapat dilihat di dalam kontrak musyarakah Bank Syariah Mandiri ini, 
bahwa bank tetap berjanji untuk menaggung kerugian yang timbul.  
Oleh karena itu, jika nasabah menolak kontrak baku, maka nasabah menolak 
menjalankan usahanya karena tidak mendapatkan pembiayaan, akan tetapi jika 
nasabah menerima kontrak baku, maka nasabah dapat menjalankan usahanya melalui 
pembiayaan tersebut. Karena pada dasarnya kontrak yang ditetapkan di setiap bisnis 
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syariah di zaman modern ini adalah kontrak baku yaitu kontrak yang telah dibakukan 
klausul atau isinya. Jadi mau tidak mau nasabah harus menerima dan mengikuti 
kontrak baku tersebut, jika tidak nasabah akan lebih mudharat lagi sebab tidak dapat 
menjalankan usahanya karena tidak mendapatkan pembiayaan atau tambahan modal. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
 Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan: 
1. Penerapan kontrak baku pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri 
Cabang Banda Aceh berlangsung setelah melalui 3 tahap. Pertama, tahap 
pengajuan pembiayaan. Kedua,  tahap analisa bank. Ketiga, tahap penerbitan SP3 
(Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan). Hingga akhirnya diberlakukannya 
kontrak baku pembiayaan musyarakah yang bersifat final dan tidak dapat 
diganggu gugat atau direvisi oleh nasabah. Dalam hal ini nasabah hanya 
mempunyai dua pilihan yaitu take it or leave it (terima atau tinggalkan) tanpa ada 
kesempatan untuk negosiasi.  
2. Penerapan kontrak baku pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri 
Cabang Banda Aceh, pada dasarnya adalah sah karena telah terpenuhinya rukun 
dan syarat-syarat berkontrak dalam hukum Islam. Meskipun tidak memenuhi 
beberapa asas berkontrak dalam hukum Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, 
asas kemaslahatan (tidak memberatkan) dan asas keadilan (keseimbangan), tidak 
menyebabkan akad kontrak pembiayaan musyarakah ini batal, dalam artian 
kontrak baku ini tetap sah untuk diterapkan, karena telah ada unsur saling ridha 
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(sama-sama rela) di antara kedua belah pihak ditandai dengan ditandatanganinya 
kontrak pembiayaan musyarakah tersebut. 
3. Sisi positif dari adanya kontrak baku di pembiayaan musyarakah adalah tidak 
membuang banyak waktu (lebih hemat waktu), membantu mempercepat 
pelayanan, lebih praktis karena peraturannya sudah ada jadi nasabah tinggal 
mengikuti saja, pembiayaan lebih cepat dicairkan, dan lebih menguntungkan 
pihak bank karena hak-haknya terjaga. Sisi negatifnya, adanya 
ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban nasabah dengan bank yang 
berdampak pada ketidakadilan, keterpaksaan dan memberatkan sebelah pihak 
serta tidak adanya kebebasan nasabah dalam menentukan isi kontrak 
kerjasamanya. Antara sisi positif dan negatif dari kontrak baku sebenarnya 
sebanding, karena di satu sisi nasabah lebih diuntungkan dengan penggunaan 
waktu yang hemat dan lebih cepat memperoleh pembiayaan yang diharapkan, di 
sisi lain nasabah juga dibebankan dengan kewajiban-kewajiban yang tidak 
seimbang dengan kewajiban pihak bank. Sedangkan pihak bank lebih 
mendapatkan hak-haknya ketimbang kewajibannya yang diatur dalam kontrak 
tersebut.  
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4.2. Saran 
 Mengakhiri skripsi ini penulis mengajukan ntsaran-saran sebagai berikut: 
1. Sebaiknya penerapan kontrak pembiayaan musyarakah ini membuka peluang 
bagi nasabah untuk menegosiasikan isi kontrak, karena sifat musyarakah itu 
sendiri yaitu kerjasama, dimana kedua belah pihak selain bekerjasama dalam hal 
kontribusi dana, juga bekerjasama dalam pembuatan kontrak. Tujuannya adalah 
untuk menciptakan kebebasan para pihak dalam berkontrak demi mencapai 
keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
2. Sebaiknya klausul-klausul kontrak yang memberatkan sebelah pihak dihilangkan, 
agar terciptanya kontrak baku yang adil, seimbang dan saling ridha di antara 
kedua belah pihak yang berkontrak. 
   Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 
pembahasan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca.  
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK BANK SYARIAH MANDIRI 
CABANG BANDA ACEH  
 
1. Dalam transaksi pembiayaan di perbankan syariah, dikenal dengan adanya 
kontrak/perjanjian baku, bagaimana praktik penerapan kontrak baku di 
Bank Syariah Mandiri ini khususnya dalam transaksi pembiayaan 
musyarakah? 
2. Apa alasan setiap bank khususnya Bank Syariah Mandiri ini menerapkan 
kontrak baku dalam setiap pembiayaan? 
3. Bagaimana proses pembuatan kontrak musyarakah di bank syariah 
mandiri ini? 
4. Bagaimana apabila nasabah ingin menetapkan isi kontrak itu sendiri? 
5. Dalam hal nasabah mengambil pembiayaan musyarakah, bank dan 
nasabah sama-sama berkontribusi dalam hal dana (modal), apakah bank 
ada ikut memantau jalannya usaha yang di geluti oleh nasabah? 
6. Apakah ada perbedaan isi/klausul kontrak khususnya dalam pembiayaan 
musyarakah, antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain? 
Misalnya, antara nasabah sebagai lembaga (PT) dengan nasabah sebagai 
individu. Jika ada perbedaan isinya, bagaimana bentuk perbedaan 
tersebut? 
7. Bagaimana isi dari kontrak musyarakah khususnya yang diterapkan di 
BSM ini? 
 
  
 
(1-10) 
PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR 
DENGAN AKAD al-MUSYARAKAH 
 
No. Notariil 
 
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM 
 
“Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji…….” (Surat Al-
Maaidah 5 : 1) 
 
“………dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian 
mereka menganiaya sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman, 
beramal shaleh………” (Surat Shaad 38 :24) 
 
PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR dengan Akad al-Musyarakah ini dibuat dan 
ditandatangani pada hari ini, ….. tanggal ….., bulan xxxx tahun xxxxx ( xxxxxx) oleh dan 
antara pihak-pihak :------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
  
1. Bank xxxxxxxx, berkedudukan di xxxxxxx yang mempunyai xxxxx di xxxxxxxxx hal ini 
diwakili oleh xxxxxxxxx selanjutnya disebut “bank”. 
 
2. Sdr. xxxxxxx  yang   beralamat  di xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut ''nasabah" 
 
Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut  : 
 
- Bahwa, NASABAH dalam menjalankan usaha kilang/pabrik padi miliknya, telah 
mengajukan permohonan kepada bank untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan Dana 
Berputar yang pendapatannya akan dibagi secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang 
(proporsional) antara bank dan nasabah sesuai dengan besarnya Pembiayaan dari bank dan 
modal dari nasabah. 
 
- Bahwa untuk maksud tersebut, bank sepakat dan berjanji, serta dengan ini mengikatkan diri 
untuk memberikan pembiayaan dengan syarat–syarat dan ketentuan yang termaktub dalam 
akad ini. 
 
Selanjutnya kedua belah pihak setuju menuangkan kesepakatan ini dalam Akad 
Pembiayaan al-Musyarakah (selanjutnya disebut “akad”) dengan syarat – syarat dan ketentuan 
sebagai berikut : 
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Pasal 1 
DEFINISI 
1. Musyarakah : Akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik 
modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha 
(masyru) yang halal dan produktif. 
2.   Syari’ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan ar-Ra’yu yang 
mengatur segala hal yang mencakup  bidang ibadah mahdhah  dan 
ibadah muamalah. 
3. Nisbah adalah : Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak nasabah 
dan bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah 
dan bank.  
 
4. Bagi Hasil  adalah : Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara nasabah dan bank 
yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan 
bank. 
5. Hari Kerja Bank :  Hari Kerja Bank Indonesia 
 
6. Pendapatan adalah : Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan 
nasabah dengan menggunakan modal secara patungan dari yang 
disediakan oleh bank dan nasabah sesuai dengan akad ini. 
 
7. Pembukuan  
 Pembiayaan : Pembukuan atas nama nasabah pada bank yang khusus mencatat 
seluruh transaksi nasabah sehubungan dengan pembiayaan, yang 
merupakan bukti sah atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang 
tidak dapat dibuktikan sebaliknya. 
 
8. Keuntungan adalah : Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Akad ini 
dikurangi dengan biaya-biaya sebelum dipotong pajak. 
 
9. Dokumen Jaminan  : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-
hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta 
pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban nasabah 
terhadap bank berdasarkan akad ini.  
 
10. Jangka Waktu Akad : Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam 
Pasal 3 akad ini. 
 
11. Cedera Janji : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum 
dalam Pasal 12 Akad ini yang menyebabkan bank dapat 
menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, serta menagih 
dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada 
bank sebelum jangka waktu akad ini. 
  
 
(3-10) 
Pasal  2 
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN 
 
Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Dana 
Berputar sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp xxxxxx (xxxxxxxx), penggunaan atas 
fasilitas pembiayaan dari bank dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan 
kebutuhan dan permintaan nasabah yang akan digunakan oleh nasabah untuk modal kerja usaha 
xxxxxxx. 
Pasal  3 
JANGKA WAKTU 
 
Pembiayaan bank kepada nasabah untuk xxxxx yang dimaksud dalam akad ini dengan jangka 
waktu xx (xxxxx) bulan terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani atau berlangsung 
sampai dengan tanggal xxxxxx (mohon disesuaikan 1 tahun dari tanggal akad notariil).  
 
Pasal  4 
PENARIKAN PEMBIAYAAN 
 
Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan–ketentuan tentang pembatasan 
penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, bank berjanji dengan ini mengikatkan 
diri untuk mengizinkan nasabah menarik pembiayaan, setelah nasabah memenuhi seluruh 
prasyarat sebagai berikut  : 
 
(1). -   Telah memiliki / membuka rekening koran atas nama nasabah. 
 
- Menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembiayaan sesuai tujuan dan rincian 
penggunaan yang ditentukan berdasarkan akad ini. 
 
- Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah, termasuk dan tidak terbatas pada 
dokumen–dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini. 
 
- Bukti–bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta–akta 
pengikatan jaminannya. Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, 
bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh bank, bank berkewajiban 
untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada nasabah. 
 
(2). -  Setelah seluruh prasyarat penarikan pembiayaan yang ditentukan pada ayat (1) pasal 4 
akad ini dipenuhi, maka bank akan membukukan pencairan sebagian atau seluruh 
pembiayaan sesuai kebutuhan dan tujuan penggunaan yang ditentukan berdasarkan 
akad ini. 
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- Atas dasar sumber dana dari pencairan yang dibukukan oleh bank pada rekening 
pembiayaan nasabah tersebut di atas, maka nasabah melakukan penarikan dana 
pembiayaan melalui rekening koran nasabah berdasarkan kebutuhan sesuai jumlah 
nominal cek/bilyet giro atau surat perintah bayar lainnya yang diterbitkan dan dirinci 
oleh nasabah dalam suatu daftar tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak 
terpisahkan dari Akad ini. 
 
- Setiap penyetoran uang oleh nasabah ke dalam rekening pembiayaan nasabah baik 
melalui pemindah bukuan dari rekening koran nasabah maupun melalui cara atau alat 
penyetoran lainnya, dianggap sebagai pembayaran sebagian ataupun seluruhnya, dan 
atas pembayaran tersebut nasabah dari waktu ke waktu secara berulang dapat 
menariknya kembali dengan syarat atas dasar kebutuhan dan selama jangka waktu 
serta jumlahnya tidak melampaui plafond yang ditentukan berdasarkan akad ini.  
 
Pasal  5 
KESEPAKATAN NISBAH BAGI HASIL (SYIRKAH) 
 
- Nasabah dan bank sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, 
bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah : 
 xxxx% % (xxxxxxx persen) dari proyeksi penjualan untuk nasabah; 
 xxx% (xxxxx persen) dari proyeksi penjualan untuk bank. 
  
- Proyeksi penjualan sebesar Rp xxxxxxxx (xxxxxxxxxx). 
 
- Nasabah dan bank juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap 
yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil (syirkah) akan dilakukan paling lama setiap 
tanggal xx (xxxxxxx) bulan berikutnya. 
 
- Bagi hasil (syirkah) yang merupakan nisbah untuk bank akan diperhitungkan dan dibayar 
dari pendapatan / keuntungan yang diperoleh atas penggunaan dana pembiayaan sesuai 
saldo yang tercatat dalam rekening pembiayaan nasabah yang dihitung dengan rumus 
saldo rata-rata harian pengunaan dana pembiayaan dibagi plafond fasilitas pembiayaan 
dikali nisbah untuk bank dikali Realisasi pendapatan/keuntungan nasabah setiap bulan. 
 
- Proyeksi pendapatan bank tercatat dalam rekening pembiayaan nasabah yang dihitung 
berdasarkan saldo rata-rata harian penggunaan dana pembiayaan dibagi plafond fasilitas 
pembiayaan dikali nisbah untuk bank dikali proyeksi pendapatan/keuntungan nasabah 
setiap bulan. 
 
- Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul 
dalam pelaksanaan akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena 
ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan nasabah terhadap 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 12 akad ini. 
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- Bank baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila bank telah 
menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh 
nasabah kepada bank, dan bank telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara 
tertulis kepada nasabah. 
 
- Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan 
usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad ini, secara periodik 
pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari kelima bulan berikutnya. 
 
- Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas 
perhitungan usaha yang diajukan oleh nasabah, selambat-lambatnya pada tanggal 1 
(satu) sesudah bank menerima perhitungan usaha tersebut dari nasabah disertai dengan 
data yang lengkap. 
 
- Apabila sampai hari ke Lima/tanggal xx (xx), bank tidak menyerahkan kembali hasil 
penilaian tersebut kepada nasabah, maka bank dianggap secara sah telah menerima dan 
mengakui perhitungan yang dibuat oleh nasabah. 
 
- Nasabah dan bank berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang 
lain, bahwa bank hanya akan menanggung segala kerugian secara proporsional, 
maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut pada pasal 2. 
Pasal  6 
PEMBAYARAN KEMBALI 
 
- Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada bank, 
seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak 
bank sampai lunas sesuai dengan nisbah bagi hasil sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 
menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada pasal 3 atau dalam lampiran 
yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. 
 
- Setiap pembayaran kembali oleh nasabah kepada bank atas pembiayaan yang difasilitasi 
bank dilakukan di kantor bank atau di tempat lain yang ditunjuk bank, atau dilakukan 
melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama nasabah di bank. 
 
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di bank, maka dengan ini 
nasabah memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab–sebab yang ditentukan 
dalam pasal 1813 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata kepada bank untuk mendebet 
rekening nasabah guna membayar/melunasi kewajiban nasabah kepada bank. 
 
- Apabila nasabah membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang difasilitasi oleh 
bank lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut 
akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak 
bank sebagaimana telah ditetapkan dalam akad ini. 
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Pasal  7 
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK 
- Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang 
diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa 
lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan bank kepada nasabah sebelum ditandatanganinya 
akad ini, dan nasabah menyatakan persetujuannya. 
 
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan nasabah sehubungan dengan akad ini dan akad 
lainnya yang mengikat nasabah dan bank, dilakukan oleh nasabah kepada bank tanpa 
potongan, pungutan, pajak dan/atau biaya–biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut 
diharuskan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 
 
- Nasabah berjanji dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang 
diharuskan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku, akan dilakukan 
pembayaran oleh nasabah melaui bank. 
 
Pasal  8 
JAMINAN 
Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan tepat pada waktu dan 
jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasar akad ini, maka nasabah telah 
menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan peraturan 
perundang–undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad 
ini. 
Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa : 
1. Xxxxxxx 
2. Xxxxxxxx 
3. Xxxxxxxx 
 
Pasal  9 
KEWAJIBAN NASABAH 
 
Sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan oleh bank kepada nasabah berdasarkan akad ini, 
nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk  : 
 
- Mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/ 
keuntungan bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan 
pada Berita Acara yang dilekatkan pada dan karenanya merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari akad ini. 
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- Memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadinya perubahan yang 
menyangkut nasabah maupun usahanya. 
- Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening nasabah 
di bank. 
 
- Membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban penjaminan terhadap 
pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan bank berdasarkan akad ini. 
 
- Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara jujur dan benar 
dengan itikat baik dalam pembukuan tersendiri. 
 
- Menyerahkan kepada bank perhitungan usahanya yang difasilitasi pembiayaannya 
berdasarkan yang ditetapkan dalam Pasal 5 akad ini. 
 
- Menyerahkan kepada bank setiap dokumen, bahan–bahan dan/atau keterangan–
keterangan yang diminta bank kepada nasabah. 
 
- Menjalankan usahanya menurut ketentuan–ketentuan, atau setidak–tidaknya, tidak 
menyimpang atau bertentangan dengan prinsip–prinsip Syari’ah. 
 
 
Pasal 10 
PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH 
Nasabah dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar–benarnya serta menjamin kepada 
bank, sebagaimana bank menerima pernyataan dan pengakuan nasabah, bahwa  : 
 
- Nasabah adalah Perseorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik 
Indonesia ; 
 
- Pada saat ditandatanganinya akad ini, nasabah tidak sedang mengalihkan, menjaminkan 
dan/atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan atas 
sebagian atau seluruh dari hartanya, termasuk dan tidak terbatas pada piutang dan/atau 
claim  
 
- Asuransi, tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat–menggugat di muka atau di 
luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang pada pihak lain, diselidiki atau dituntut 
oleh pihak yang berwajib, baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat 
mempengaruhi aset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha nasabah; 
 
- Nasabah memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya ; 
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- Orang–orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi 
kuasa oleh nasabah adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari 
pihak manapun ; 
 
- Nasabah mengizinkan bank pada saat ini dan untuk selanjutnya selama berlangsungnya 
Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat–tempat lain yang berkaitan dengan usaha 
nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan–catatan, transaksi, 
dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan akad ini, baik 
langsung maupun tidak langsung. 
 
Pasal 11 
CEDERA JANJI 
Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 3 akad ini, bank berhak untuk menuntut/menagih 
pembayaran dari nasabah dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas 
sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan akad ini, untuk 
dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat 
teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini  : 
 
- Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada bank sesuai  dengan 
saat yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 akad ini ; 
 
- Dokumen, surat–surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang– barang yang 
dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 
Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau nasabah melakukan perbuatan 
yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 
dan/atau Pasal 12 akad ini ; 
 
- Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh pengadilan atau pihak yang 
berwajib ; 
 
- Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh dibawah pengampuan, dalam 
keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi. 
 
Pasal 12 
PELANGGARAN 
 
Nasabah dianggap telah melanggar syarat–syarat Akad ini bila terbukti nasabah melakukan 
salah satu dari perbuatan–perbuatan atau lebih sebagai berikut  : 
 
- Menggunakan pembiayaan yang diberikan bank di luar tujuan atau rencana kerja yang 
telah mendapat persetujuan tertulis dari bank ; 
- Melakukan pengalihan usaha dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada 
melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain ; 
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- Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan bank; 
- Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh Pengadilan ; 
- Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain ; 
- Menolak atau menghalang–halangi bank dalam melakukan pengawasan dan/atau 
pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13. 
 
Pasal 13 
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
 
Bank atau kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan 
dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi Pembiayaan oleh bank berdasarkan akad ini, 
serta hal–hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak 
terbatas pada pembuat photo copynya. 
Pasal 14 
ASURANSI 
 
Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap menutup asuransi atas bebannya 
terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi pembiayaan berdasar akad ini, pada 
perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank, dengan menunjuk dan menetapkan bank sebagai 
pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut  (banker’s clause). 
 
Pasal 15 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
 
- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian 
dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka nasabah dan 
bank akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 
 
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah 
untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, 
Maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta 
memberi kuasa kepada dan/atau Badan Arbitrase Syariah di daerah setempat untuk 
memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku 
di Pengadilan Negeri di Banda Aceh dan/atau Badan Syariah di daerah setempat bersifat 
final dan mengikat. 
 
-  
Pasal 16 
LAIN – LAIN 
Akad pembiayaan Al-Musyarakah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
akad-akad lainnya yang berhubungan dengan akad ini. 
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Pasal 17 
PEMBERITAHUAN 
Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan akad ini dianggap telah 
disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan 
secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini : 
 
- BANK 
N a m a : xxxxxxxxx 
Alamat : xxxxxxxxx 
Telpon : xxxxxx 
Fax. : xxxxxxxxx 
 
- NASABAH 
N a m a : xxxxx 
Alamat : xxxxxx 
 
Pasal 18 
P E N U T U P 
Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman ini, maka 
nasabah dan bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat melalui surat 
menyurat atau dalam suatu Addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak 
dapat dipisahkan dari Kesepahaman ini.  
 
  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                 Menyetujui: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                           xxxxxxx 
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